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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan
Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan
Medan Denai. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih belum optimalnya
pelaksanaan program pembinaan, perlindungan, dan pengembangan UMKM di
lapangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Analisis data mengacu pada model implementasi kebijakan
George C. Edwards Il yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya,
disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
implementasi kebijakan telah berjalan, namun belum optimal. Hal ini ditinjau
dari aspek komunikasi yang telah dilakukan melalui sosialisasi dan
penyampaian informasi, namun belum merata sehingga masih terdapat pelaku
UMKM vyang belum memperoleh informasi secara memadai, aspek sumber
daya yang telah tersedia, namun masih terbatas dari segi jumlah dan
pemanfaatannya sehingga pelaksanaan program belum menjangkau seluruh
pelaku UMKM, aspek disposisi yang menunjukkan adanya komitmen
pelaksana, namun partisipasi pelaku UMKM belum merata, serta aspek
struktur birokrasi yang telah memiliki prosedur yang jelas, namun belum
sepenuhnya mudah diakses dan dipahami, sehingga pelaksanaan kebijakan
belum berjalan secara optimal dan merata.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, UMKM, Medan Denai
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan stabilitas sosial di
suatu negara. Dalam proses pembangunan ekonomi tersebut, peran berbagai
sektor usaha menjadi sangat penting, terutama sektor Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM). UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap
perekonomian nasional, baik dalam hal penciptaan lapangan kerja, peningkatan
pendapatan masyarakat, maupun dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara
berkelanjutan. Oleh karena itu, keberadaan UMKM sering dipandang sebagai
salah satu pilar utama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional.

Di Indonesia, perkembangan UMKM menunjukkan peningkatan yang cukup
signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Republik Indonesia, jumlah UMKM di Indonesia mencapai
lebih dari 65 juta unit usaha yang tersebar di berbagai sektor ekonomi. Keberadaan
UMKM tersebut mampu menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional serta
memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional lebih
dari 60 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran yang
sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.



Selain memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional,
UMKM juga memiliki peran penting dalam mendorong pemerataan pembangunan
ekonomi di berbagai daerah. Banyak masyarakat yang menggantungkan
kehidupannya melalui usaha berskala kecil yang dijalankan secara mandiri, baik
dalam sektor perdagangan, industri rumah tangga, maupun jasa. Keberadaan
UMKM juga terbukti mampu bertahan dalam berbagai kondisi krisis ekonomi,
sehingga sering disebut sebagai sektor usaha yang memiliki daya tahan yang cukup
kuat dalam menghadapi dinamika perekonomian.

Meskipun memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan
ekonomi, pada kenyataannya pelaku UMKM masih menghadapi berbagai
permasalahan yang dapat menghambat perkembangan usahanya. Beberapa
permasalahan yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM antara lain keterbatasan
akses permodalan, rendahnya kemampuan manajerial dalam pengelolaan usaha,
keterbatasan akses terhadap teknologi dan pemasaran, serta kurangnya inovasi
dalam pengembangan produk. Selain itu, masih banyak pelaku UMKM yang
menjalankan usahanya tanpa memiliki legalitas usaha yang jelas, seperti izin usaha
maupun pencatatan administrasi usaha yang memadai. Kondisi ini menyebabkan
pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya secara
lebih profesional serta mengakses berbagai program pembiayaan dan
pengembangan usaha yang disediakan oleh pemerintah.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat banyak pelaku UMKM
yang belum memiliki legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha maupun

dokumen perizinan lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti



kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas usaha,
keterbatasan informasi terkait prosedur perizinan, serta kurangnya pendampingan
dalam proses pengurusan legalitas usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
masih diperlukan upaya pembinaan yang lebih intensif dari pemerintah agar
pelaku UMKM dapat menjalankan usahanya secara legal, terstruktur, dan
berkelanjutan.

Pembinaan terhadap pelaku UMKM merupakan salah satu upaya penting
yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing
pelaku usaha. Bentuk pembinaan yang dapat diberikan kepada pelaku UMKM
antara lain sosialisasi kebijakan usaha, pelatihan kewirausahaan, pendampingan
usaha, fasilitasi pengurusan legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha, serta
peningkatan kemampuan dalam pengelolaan usaha. Selain itu, pembinaan juga
dapat dilakukan melalui pelatihan manajemen usaha, pengelolaan keuangan,
peningkatan kualitas produk, serta pemanfaatan teknologi dan pemasaran digital
agar pelaku UMKM mampu bersaing di pasar yang semakin berkembang.

Dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah memiliki
peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan serta dukungan
terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil dan menengah. Upaya tersebut dapat
dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program pemberdayaan yang bertujuan
untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM, memperluas akses pasar, serta
memberikan pendampingan dalam pengembangan usaha. Dengan demikian,
pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator yang menetapkan berbagai

kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu menciptakan iklim usaha



yang kondusif bagi perkembangan UMKM.

Pada tingkat daerah, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam
merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengembangan
UMKM sesuai dengan kondisi serta potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-
masing daerah. Kebijakan tersebut biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan
daerah yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan
berbagai program pembinaan serta pemberdayaan UMKM. Melalui kebijakan
tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan perlindungan kepada
pelaku usaha sekaligus mendorong peningkatan daya saing UMKM agar mampu
berkembang secara berkelanjutan.

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Kota Medan memiliki potensi
ekonomi yang cukup besar, termasuk dalam sektor usaha mikro, kecil dan
menengah. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah Kota Medan, jumlah pelaku UMKM di Kota Medan terus mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Tercatat bahwa terdapat lebih dari 200 ribu pelaku
UMKM yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan di Kota Medan dan bergerak
dalam berbagai bidang usaha, seperti usaha kuliner, perdagangan, jasa, kerajinan,
serta industri rumah tangga. Keberadaan UMKM tersebut menjadi salah satu
penggerak utama aktivitas ekonomi masyarakat serta memberikan kontribusi yang
cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam rangka mendukung perkembangan UMKM di daerah, Pemerintah
Kota Medan menetapkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024

tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.



Peraturan daerah ini dibentuk sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah
dalam melaksanakan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan,
pemberdayaan, serta pengembangan UMKM di Kota Medan. Melalui peraturan
daerah tersebut diharapkan pemerintah dapat memberikan dukungan yang lebih
terarah kepada pelaku usaha, baik dalam bentuk pembinaan, pendampingan,
maupun fasilitasi yang berkaitan dengan pengembangan usaha.

Pelaksanaan kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah Kota Medan sebagai instansi yang memiliki tugas dan
fungsi dalam melakukan pembinaan serta pemberdayaan terhadap pelaku UMKM.
Dalam praktiknya, dinas memiliki peran penting dalam membantu pelaku usaha
meningkatkan kapasitas usahanya melalui berbagai program pembinaan, seperti
pengurusan legalitas usaha, peningkatan kualitas produk, pelatihan kewirausahaan,
serta penguatan kemampuan manajerial dalam pengelolaan usaha. Program
pembinaan tersebut diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM untuk
menjalankan usahanya secara lebih profesional serta mampu meningkatkan daya
saing produk yang dihasilkan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya implementasi kebijakan tersebut
tidak selalu berjalan secara optimal. Berbagai tantangan masih ditemukan dalam
proses pelaksanaan kebijakan di lapangan. Tidak semua pelaku UMKM memiliki
tingkat pemahaman yang sama mengenai pentingnya legalitas usaha maupun
program pembinaan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Selain itu, jumlah
pelaku UMKM vyang cukup besar serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki

oleh pemerintah daerah juga menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan



pembinaan secara merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi
kebijakan perlindungan dan pengembangan UMKM masih memerlukan perhatian
yang lebih serius agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Kondisi tersebut juga dapat ditemukan pada pelaku UMKM yang berada di
wilayah Kecamatan Medan Denai. Kecamatan ini merupakan salah satu wilayah di
Kota Medan yang memiliki aktivitas UMKM yang cukup tinggi dengan berbagai
jenis usaha yang dijalankan oleh masyarakat. Sebagian besar usaha yang
dijalankan merupakan usaha mikro dan kecil yang dikelola secara mandiri oleh
masyarakat. Namun demikian, masih terdapat pelaku UMKM yang menjalankan
usahanya tanpa memiliki legalitas usaha yang lengkap serta belum memperoleh
pendampingan dan pembinaan usaha secara optimal.

Dari hasil wawancara singkat yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Medan, diketahui bahwa salah satu
fokus utama kegiatan dinas adalah melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM,
khususnya dalam hal pengurusan legalitas usaha serta pengembangan kapasitas
usaha. Pembinaan tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi,
pelatihan, serta pendampingan kepada pelaku usaha agar mereka dapat memahami
pentingnya legalitas usaha serta mampu mengembangkan usahanya secara lebih
baik.

Kecamatan Medan Denai merupakan salah satu wilayah di Kota Medan yang
memiliki aktivitas ekonomi masyarakat yang cukup berkembang, khususnya pada
sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Berbagai jenis usaha berkembang di

wilayah ini, seperti usaha kuliner, perdagangan kecil, jasa, serta industri rumah



tangga yang dijalankan oleh masyarakat sebagai sumber mata pencaharian.
Keberadaan UMKM di Kecamatan Medan Denai tidak hanya berperan dalam
memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu
penggerak aktivitas ekonomi lokal. Namun demikian, dalam menjalankan
usahanya para pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala, terutama
berkaitan dengan aspek legalitas usaha, akses terhadap pembinaan usaha, serta
pemanfaatan program pengembangan UMKM vyang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dipahami bahwa kebijakan
pemerintah daerah dalam mendukung perlindungan dan pengembangan UMKM
memiliki peranan penting bagi keberlanjutan usaha masyarakat. Namun,
keberhasilan kebijakan tersebut juga ditentukan oleh bagaimana implementasinya
di lapangan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji implementasi
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan
Pengembangan UMKM, khususnya pada pelaku UMKM di Kecamatan Medan
Denai Kota Medan. Dengan demikian penelitian ini berjudul “Implementasi
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Medan.”

1.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian implementasi Peraturan Daerah Kota
Medan Nomor.3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha
Mikro, kecil dan Menengah dengan fokus pada proses pelaksanaan kebijakan

daerah. Lokasi penelitian difokuskan pada Kecamatan Medan Denai, sehingga



hasil penelitian hanya menggambarkan kondisi implementasi kebijakan di wilayah
tersebut dan tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh wilayah Kota Medan.
Penelitian ini menitikberatkan pada pemahaman pelaksana kebijakan, bentuk
pelaksanaan perlindungan dan pengembangan UMKM, serta kendala yang

dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

1.3 Rumus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah yang telah
diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana
implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor.3 Tahun 2024 Tentang
Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di

Kecamatan Medan Denai?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan diatas, maka
peneltian ini bertujuan untuk menyampaikan bagaimana implementasi Peraturan
Daerah Nomor.3 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Medan Denai.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian anatara lain:
1. Secara Teoritis, Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan,
khususnya dalam bidang kebijakan publik terkait implementasi

kebijakan perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan



Menengah (UMKM). Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan
dapat menjadi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang
mengkaji implementasi kebijakan perlindungan dan pengembangan
UMKM di berbagai daerah.

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan
bagi Pemerintah Kota Medan, khususnya Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Medan, dalam meningkatkan
pelaksanaan pembinaan serta implementasi kebijakan perlindungan
dan pengembangan UMKM sesuai dengan Peraturan Daerah Kota
Medan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai pedoman dalam
penyusunan skripsi agar pembahasan lebih terarah dan sistematis. Adapun
sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu:

BAB | Pendahuluan

Pada bagian ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan
alasan dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan
penelitian, serta manfaat penelitian baik secara teoretis maupun
praktis. Bagian ini memberikan gambaran awal mengenai
pentingnya penelitian terkait implementasi Peraturan Daerah
Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.



BAB Il Uraian Teoritis

Pada bagian ini memuat kajian teori dan konsep yang relevan
dengan penelitian, seperti teori kebijakan publik, implementasi
kebijakan menurut para ahli (khususnya teori Edward Il1), serta
konsep usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu,
pada bagian ini juga dijelaskan kerangka konseptual yang

menggambarkan hubungan antar variabel dalam penelitian.

BAB IIl1 Metode Penelitian

BAB IV

Pada bagian ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian
yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian, informan atau
narasumber, teknik pengumpulan data yang meliputi
wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta teknik analisis
data yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, bagian ini
juga menguraikan proses penelitian secara sistematis mulai dari
pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini menguraikan tentang hasil penelitian yang
diperoleh di lapangan serta pembahasan terhadap hasil
tersebut. Hasil penelitian disajikan berdasarkan data yang
diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi
yang kemudian disusun sesuai dengan fokus penelitian.
Pembahasan dilakukan dengan menganalisis hasil penelitian

berdasarkan teori yang digunakan, yaitu teori implementasi
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BAB V

kebijakan menurut Edward Il yang meliputi komunikasi,
sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sehingga dapat
memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan
secara menyeluruh.

PENUTUP

Pada bagian ini berisi tentang simpulan dan saran dari hasil
penelitian yang telah dilakukan. Simpulan disusun berdasarkan
hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan
sebelumnya, yang mencerminkan kondisi implementasi
kebijakan di lapangan. Sementara itu, saran berisi rekomendasi
yang diberikan peneliti berdasarkan temuan penelitian, yang
diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak terkait dalam
meningkatkan pelaksanaan kebijakan agar lebih efektif dan

merata.

BAB |1

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap penting dalam
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proses kebijakan publik. Tahap ini berkaitan dengan bagaimana suatu
kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah dapat dilaksanakan secara
nyata di lapangan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Dengan kata lain, implementasi kebijakan menjadi jembatan antara
perumusan kebijakan dengan hasil atau dampak yang dirasakan oleh
masyarakat.

Menurut Saefullah dalam Roring et al., (2021), implementasi kebijakan
merupakan proses pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu melalui berbagai tindakan yang
dilakukan oleh organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses ini, kebijakan
yang sebelumnya masih bersifat konseptual diterjemahkan menjadi kegiatan
nyata yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat
sebagai kelompok sasaran kebijakan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Mazmanian dan Sabatier dalam
Adriansyah et al., (2021) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan
merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang biasanya dituangkan
dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan
daerah. Keputusan tersebut tidak hanya menetapkan tujuan yang ingin dicapai,
tetapi juga mengatur berbagai mekanisme yang diperlukan dalam proses

pelaksanaan kebijakan tersebut.

Sementara itu, menurut Putt dan Springer dalam Gulo et al., (2024),
implementasi kebijakan merupakan serangkaian aktivitas dan keputusan yang

dilakukan oleh berbagai aktor organisasi untuk mewujudkan kebijakan yang
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telah dirumuskan sebelumnya ke dalam praktik nyata. Dalam hal ini,
implementasi kebijakan melibatkan berbagai unsur seperti organisasi
pelaksana, sumber daya, serta koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam

pelaksanaan kebijakan.

Selain itu, Rani dan Martinelli (2023) menjelaskan bahwa implementasi
kebijakan tidak hanya sekadar menjalankan aturan yang telah dibuat, tetapi
juga merupakan proses yang menuntut kemampuan aparatur dalam
menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan yang efektif di lapangan.
Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh pemahaman pelaksana
terhadap kebijakan, serta bagaimana kebijakan tersebut disosialisasikan

kepada masyarakat sebagai sasaran kebijakan.

Dalam konteks kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan
UMKM, implementasi kebijakan juga memerlukan strategi yang terarah.
Khairiah dan Harahap (2021) menyatakan bahwa pengembangan UMKM
memerlukan perencanaan yang matang, dukungan pemerintah, serta
koordinasi antar pihak yang terlibat. Keberhasilan implementasi kebijakan
dalam bidang UMKM sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya,

strategi pelaksanaan, serta keterlibatan aktif pelaku usaha.

Dalam konteks kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan
UMKM, implementasi kebijakan juga memerlukan strategi yang terarah.
Khairiah dan Harahap (2021) menyatakan bahwa pengembangan UMKM

memerlukan perencanaan yang matang, dukungan pemerintah, serta
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koordinasi antar pihak yang terlibat. Keberhasilan implementasi kebijakan
dalam bidang UMKM sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya,

strategi pelaksanaan, serta keterlibatan aktif pelaku usaha.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat dipahami
bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang tidak hanya berkaitan
dengan pelaksanaan teknis suatu kebijakan, tetapi juga melibatkan berbagai
faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. Implementasi
kebijakan juga menuntut adanya kerja sama antara pemerintah sebagai
pembuat kebijakan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan
kebijakan di lapangan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi
kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola

komunikasi, sumber daya, koordinasi, serta dukungan dari masyarakat.

Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan berkaitan dengan
bagaimana Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui berbagai program pembinaan,

pendampingan, serta pemberdayaan pelaku UMKM.

Implementasi kebijakan memiliki beberapa fungsi penting dalam proses
pelaksanaan kebijakan publik. Menurut Dunn dalam Dewi (2022),
implementasi kebijakan berfungsi untuk menerjemahkan keputusan politik
yang telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi tindakan nyata yang dapat

memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Adapun fungsi
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implementasi kebijakan antara lain:

a. Fungsi transformasi kebijakan menjadi tindakan nyata
Implementasi  kebijakan berfungsi untuk mengubah berbagai
kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah menjadi kegiatan
operasional yang dapat dilaksanakan oleh organisasi pelaksana
kebijakan. Melalui fungsi ini, kebijakan tidak hanya berhenti pada
tahap perencanaan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk
program atau kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat.
Dalam konteks penelitian ini, fungsi tersebut terlihat pada pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan
Pengembangan UMKM, dimana kebijakan tersebut diwujudkan
melalui berbagai program pembinaan kepada pelaku UMKM seperti
pelatihan usaha, pendampingan usaha, serta fasilitasi pengurusan
legalitas usaha.

b. Fungsi koordinasi antar lembaga
Implementasi kebijakan juga berfungsi sebagai sarana untuk
melakukan koordinasi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam
pelaksanaan kebijakan. Koordinasi ini penting agar pelaksanaan
kebijakan dapat berjalan secara terarah serta menghindari terjadinya
tumpang tindih tugas antara lembaga yang terlibat.
Dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pengembangan

UMKM, koordinasi antara pemerintah daerah, dinas terkait, serta
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pelaku UMKM menjadi hal yang penting agar program pembinaan
dapat berjalan secara efektif.

c. Fungsi adaptasi terhadap kondisi masyarakat
Implementasi kebijakan juga memiliki fungsi untuk menyesuaikan
pelaksanaan kebijakan dengan kondisi sosial, ekonomi, serta
kebutuhan masyarakat. Hal ini penting karena setiap kebijakan harus
mampu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat sebagai kelompok
sasaran kebijakan.
Dalam konteks pengembangan UMKM, implementasi kebijakan harus
mampu menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pelaku UMKM
sehingga program pembinaan yang diberikan benar-benar dapat
membantu perkembangan usaha mereka.

d. Fungsi evaluasi dan pengendalian kebijakan
Implementasi kebijakan juga berfungsi sebagai sarana untuk
melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Melalui evaluasi
tersebut, pemerintah dapat mengetahui apakah kebijakan yang
dilaksanakan sudah berjalan dengan baik atau masih terdapat kendala
yang perlu diperbaiki.
Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan perlindungan dan
pengembangan UMKM sangat penting untuk mengetahui sejauh mana
kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat bagi pelaku UMKM.

Selanjutnya, Dalam kajian implementasi kebijakan, terdapat beberapa

pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana suatu kebijakan



dilaksanakan. Menurut Maharaksa et al. (2025), implementasi kebijakan dapat
dipahami melalui dua pendekatan utama yaitu pendekatan top-down dan
bottom-up.
a. Pendekatan Top-Down
Pendekatan top-down memandang implementasi kebijakan
sebagai proses yang dimulai dari keputusan yang dibuat oleh
pemerintah  sebagai pembuat kebijakan, kemudian
dilaksanakan oleh aparat birokrasi di tingkat bawah. Dalam
pendekatan ini, keberhasilan implementasi kebijakan sangat
dipengaruhi oleh kejelasan kebijakan serta kemampuan aparat
birokrasi dalam melaksanakan kebijakan tersebut.
b. Pendekatan Bottom-Up
Pendekatan bottom-up menekankan pentingnya peran
pelaksana kebijakan di tingkat lapangan serta kelompok
sasaran  kebijakan dalam  menentukan  keberhasilan
implementasi kebijakan. Dalam pendekatan ini, pelaksana
kebijakan yang berada di tingkat bawah memiliki peran
penting karena mereka merupakan pihak yang secara langsung
berinteraksi dengan masyarakat serta memahami kondisi yang
terjadi di lapangan.
Dalam penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pengembangan UMKM di Kota

Medan, kedua pendekatan tersebut dapat digunakan untuk memahami
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bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta

bagaimana respon pelaku UMKM sebagai kelompok sasaran kebijakan.

2.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh
isi kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah, tetapi juga dipengaruhi
oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kebijakan
tersebut di lapangan. Kebijakan yang telah disusun dengan baik belum tentu
dapat berjalan secara efektif apabila dalam proses pelaksanaannya tidak
didukung oleh faktor-faktor yang memadai.

Salah satu teori yang banyak digunakan dalam kajian implementasi
kebijakan adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III.
Menurut Edward 111 dalam Tiwa (2023), keberhasilan implementasi kebijakan
dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu komunikasi, sumber daya,
disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut saling berkaitan dan
memiliki peran penting dalam menentukan apakah suatu kebijakan dapat
dilaksanakan secara efektif atau tidak. Adapun faktor-faktor yang
mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Edward 11l adalah sebagai
berikut:

a. Komunikasi
Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi mengenai
kebijakan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Menurut

Edward 111 dalam Tiwa (2023), agar implementasi kebijakan dapat berjalan

dengan baik maka informasi mengenai kebijakan harus disampaikan secara
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jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh para pelaksana kebijakan maupun
kelompok sasaran kebijakan. Dalam koteks kebijakan pengembangan
UMKM, komunikasi yang efektif sangat penting agar pelaku UMKM dapat
mengetahui berbagai program pembinaan, pelatihan, maupun fasilitas yang
diberikan oleh pemerintah daerah.
b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan
karena tanpa dukungan sumber daya yang memadai kebijakan akan sulit
dilaksanakan secara optimal. Menurut Edward 1l dalam Tiwa (2023),
sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, sumber daya
finansial, serta sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan
kebijakan. Dalam implementasi kebijakan perlindungan dan pengembangan
UMKM, ketersediaan sumber daya sangat diperlukan untuk mendukung
berbagai program pembinaan seperti pelatihan usaha, pendampingan usaha,
serta fasilitasi legalitas usaha bagi pelaku UMKM.
c. Disposisi atau Sikap Pelaksan

Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kesediaan para
pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan.
Menurut Edward Il dalam Tiwa (2023), keberhasilan implementasi
kebijakan sangat dipengaruhi oleh sikap pelaksana kebijakan, karena mereka
merupakan pihak yang secara langsung menjalankan kebijakan tersebut di
lapangan. Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan UMKM, komitmen

aparat pemerintah sangat diperlukan agar program pembinaan yang
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diberikan kepada pelaku UMKM dapat berjalan secara optimal.
d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan sistem organisasi serta mekanisme
kerja yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward 111
dalam Tiwa (2023), struktur birokrasi yang jelas akan mempermudah
koordinasi antar lembaga serta memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan
berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam implementasi
kebijakan perlindungan dan pengembangan UMKM di Kota Medan, struktur
birokrasi yang jelas diperlukan agar program pembinaan yang dilaksanakan
oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan dapat berjalan secara terarah

dan efektif.

2.3 Kebijakan Publik
Kebijakan publik merupakan keputusan atau tindakan yang diambil oleh
pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat.
Kebijakan publik biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan, program, maupun
tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Secara etimologis, istilah kebijakan publik berasal dari kata policy yang

dalam bahasa Yunani berasal dari kata polis yang berarti negara atau kota. Istilah-
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istilah tersebut kemudian berkembang dalam ilmu administrasi publik untuk
menggambarkan berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam
mengelola urusan publik. Dalam konteks pemerintahan modern, kebijakan publik
tidak hanya berkaitan dengan keputusan pemerintah, tetapi juga mencangkup
proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan yang berdampak
langsung terhadap masyarakat.

Menurut Dye dalam Nugroho (2022), kebijakan publik adalah segala sesuatu
yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Pengertian ini
menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya berkaitan dengan tindakan
pemerintah, tetapi juga mencakup keputusan pemerintah untuk tidak melakukan
suatu tindakan terhadap suatu masalah.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Anderson dalam Winarno (2021)
menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang
mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau
kelompok pelaku guna memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi oleh
masyarakat.

Sementara itu, Nugroho (2022) menjelaskan bahwa kebijakan publik
merupakan keputusan strategis yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur
kehidupan masyarakat serta mengatasi berbagai persoalan sosial, ekonomi,
maupun politik yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan
publik merupakan keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk

mengatasi berbagai permasalahan masyarakat serta mencapai tujuan
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pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan
publik berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan
perlindungan dan pengembangan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) melalui Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024.

Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah pada dasarnya memiliki
tujuan untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi
oleh masyarakat. Menurut Nugroho (2022), tujuan utama kebijakan publik antara
lain sebagai berikut:

a. Menyelesaikan Permasalahan Publik, Kebijakan publik dibuat untuk
mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik
dalam bidang ekonomi, sosial, maupun pembangunan.

b. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Melalui kebijakan publik,
pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan

menyediakan berbagai program dan pelayanan publik.

c. Mengatur Kehidupan Masyarakat, Kebijakan publik juga berfungsi
sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta
ketertiban serta keadilan dalam kehidupan sosial.

d. Mendukung Pembangunan Ekonomi, Kebijakan publik juga berperan
dalam mendukung pembangunan ekonomi melalui berbagai kebijakan
yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta pengembangan
usaha masyarakat.

Dalam penelitian ini, kebijakan publik yang dimaksud adalah kebijakan
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pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pengembangan terhadap
pelaku UMKM di Kota Medan. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui berbagai
program pembinaan, pelatihan, serta pendampingan usaha yang bertujuan untuk
meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku UMKM.

2.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor
usaha yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional maupun daelrah.
Keberadaan UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penggerak aktivitas ekonomi
masyarakat, tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan
pendapatan masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan ekonomi.

Menurut Tambunan dalam Siregar (2023), UMKM merupakan kegiatan
usaha produktif yang dijalankan oleh individu atau kelompok usaha dengan skala
usaha yang relatif kecil serta memiliki keterbatasan dalaam hal modal, teknologi,
dan sumber daya manusia. Meskipun memiliki berbagai keterbatasan, UMKM
memiliki kemampuan untuk bertahan dan berkembang karena umumnya berbasis
pada potensi ekonomi lokal masyarakat.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Kuncoro dalam Pratama (2022)
menjelaskan bahwa UMKM merupakan kegiatan usaha yang dijalankan secara
mandiri oleh masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan serta
memperkuat struktur perekonomian daerah. UMKM juga menjadi salah satu sektor
usaha yang paling banyak dijalankan oleh masyarakat karena relatif mudah untuk
didirikan serta tidak memerlukan modal yang terlalu besar.

Selain definisi menurut para ahli, pengertian UMKM juga diatur dalam



24

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa UMKM merupakan
usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha perorangan
yang memenuhi kriteria usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah
sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Keberadaan UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam
perekonomian. Menurut Hidayat et al. (2021), UMKM memiliki kontribusi yang
cukup besar terhadap perekonomian karena mampu menyerap tenaga kerja dalam
jumlah yang besar serta membantu mengurangi tingkat pengangguran di
masyarakat. Selain itu, UMKM juga menjadi salah satu sektor usaha yang mampu
bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi karena memiliki fleksibilitas dalam
menjalankan kegiatan usahanya.

Di Indonesia, UMKM juga menjadi salah satu sektor yang mendominasi
kegiatan ekonomi masyarakat. Banyak masyarakat yang menggantungkan sumber
penghasilan mereka melalui usaha kecil seperti usaha kuliner, perdagangan,
kerajinan, maupun berbagai usaha jasa lainnya. Oleh karena itu, pengembangan
UMKM menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun memiliki peran yang penting dalam perekonomian, pelaku
UMKM juga menghadapi berbagai permasalahan dalam menjalankan kegiatan
usahanya. Menurut Nugroho (2021), beberapa permasalahan yang sering dihadapi
oleh pelaku UMKM antara lain:

1. Menciptakan Lapangan Kerja
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UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup
besar karena sebagian besar kegiatan usaha dilakukan oleh masyarakat
secara langsung. Hal ini dapat membantu mengurangi tingkat
pengangguran.
2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
Melalui kegiatan usaha yang dijalankan, pelaku UMKM dapat
memperoleh penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi
kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.
3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
UMKM berperan dalam meningkatkan aktivitas ekonomi di tingkat
lokal karena sebagian besar usaha yang dijalankan memanfaatkan
potensi sumber daya yang ada di daerah.
4. Mendorong Pemerataan Pembangunan
Karena UMKM tersebar di berbagai wilayah, keberadaannya dapat
membantu pemerataan pembangunan ekonomi di berbagai daerah.
Meskipun memiliki peran yang penting dalam perekonomian, pelaku
UMKM juga menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan kegiatan
usahanya. Menurut Nugroho (2022), beberapa permasalahan yang sering dihadapi
oleh pelaku UMKM antara lain:
1. Keterbatasan Modal Usaha
Banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam memperoleh
modal usaha sehingga menghambat perkembangan usaha yang

dijalankan.
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2. Keterbatasan Pengetahuan Manajemen Usaha
Sebagian pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan dalam
mengelola usaha, seperti dalam hal pencatatan keuangan, pemasaran,
serta pengelolaan produksi.

3. Kurangnya Akses terhadap Pasar
Pelaku UMKM sering mengalami kesulitan dalam memasarkan produk
mereka karena keterbatasan jaringan pemasaran.

4. Rendahnya Pemahaman terhadap Legalitas Usaha
Sebagian pelaku UMKM masih belum memiliki legalitas usaha seperti
izin usaha maupun sertifikasi produk, sehingga dapat menghambat
perkembangan usaha mereka.

Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam
mendukung perkembangan UMKM melalui berbagai kebijakan dan program
pemberdayaan usaha. Menurut Rahman (2024), pemerintah perlu memberikan
dukungan kepada pelaku UMKM melalui berbagai program seperti pelatihan
kewirausahaan, bantuan permodalan, pendampingan usaha, serta fasilitasi
pengurusan legalitas usaha. Dalam konteks penelitian ini, pemerintah daerah
melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Medan
memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM.
Pembinaan tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi
program pemerintah, pelatihan usaha, serta pendampingan bagi pelaku UMKM
agar mereka mampu mengembangkan usahanya secara lebih baik.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa UMKM merupakan sektor usaha
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yang memiliki peran strategis dalam perekonomian masyarakat. Oleh karena itu,
diperlukan berbagai kebijakan dan program pemerintah yang dapat mendukung
perlindungan serta pengembangan UMKM agar pelaku usaha dapat meningkatkan

kapasitas usaha serta daya saing mereka di pasar.

2.5 Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM)

Perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat serta memperkuat perekonomian daerah. UMKM
sebagai sektor usaha yang banyak dijalankan oleh masyarakat memiliki peran yang
sangat penting dalam menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan aktivitas
ekonomi di tingkat lokal.

Namun demikian, dalam menjalankan kegiatan usahanya pelaku UMKM
sering menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan modal usaha, rendahnya
kemampuan manajerial, serta kurangnya akses terhadap pasar. Oleh karena itu,
diperlukan peran pemerintah untuk memberikan perlindungan dan dukungan
terhadap perkembangan UMKM agar pelaku usaha dapat menjalankan usahanya
secara lebih baik.

Menurut Tambunan dalam Siregar (2023), perlindungan terhadap UMKM
merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan iklim usaha
yang kondusif serta memberikan dukungan kepada pelaku usaha agar mampu
bersaing dan berkembang secara berkelanjutan. Perlindungan tersebut dapat

dilakukan melalui berbagai kebijakan yang mendukung kegiatan usaha
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masyarakat.

Selain itu, Rahman (2024) menjelaskan bahwa pengembangan UMKM
merupakan proses yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas usaha pelaku
UMKM melalui berbagai program pemberdayaan seperti pelatihan usaha,
pendampingan usaha, serta fasilitasi akses pasar.

Dengan adanya perlindungan dan pengembangan UMKM, diharapkan
pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas usaha yang dijalankan serta mampu
bersaing dalam kegiatan ekonomi yang semakin berkembang.

Perlindungan terhadap pelaku UMKM dilakukan untuk memastikan bahwa
pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama dalam menjalankan kegiatan usaha
serta memperoleh dukungan dari pemerintah. Menurut Nugroho (2022),
perlindungan terhadap UMKM dapat dilakukan melalui beberapa bentuk
kebijakan sebagai berikut:

a. Perlindungan terhadap akses permodalan, Pemerintah dapat
memberikan dukungan kepada pelaku UMKM melalui berbagai
program bantuan permodalan maupun kemudahan dalam
memperoleh akses pembiayaan usaha.

b. Perlindungan terhadap kegiatan usaha, Perlindungan terhadap
kegiatan usaha dilakukan dengan memberikan kepastian hukum serta
kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha bagi pelaku UMKM.

c. Perlindungan terhadap persaingan usaha, Pemerintah juga perlu
memberikan perlindungan kepada pelaku UMKM agar dapat

bersaing secara sehat dengan pelaku usaha lainnya.



29

d. Perlindungan terhadap keberlanjutan usaha, Perlindungan ini
bertujuan untuk membantu pelaku UMKM agar dapat
mempertahankan usahanya dalam jangka panjang melalui berbagai
kebijakan yang mendukung perkembangan usaha.

Selain memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha, pemerintah juga
memiliki peran dalam melakukan pengembangan UMKM agar usaha yang
dijalankan oleh masyarakat dapat berkembang secara berkelanjutan. Menurut
Hidayat et al., (2021), pengembangan UMKM dapat dilakukan melalui beberapa
upaya sebagai berikut:

a. Pembinaan dan pelatihan usaha, Pemerintah dapat memberikan
pelatihan kewirausahaan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan
kemampuan mereka dalam mengelola usaha.

b. Pendampingan usaha, Pendampingan usaha diperlukan untuk
membantu pelaku UMKM dalam mengatasi berbagai kendala yang
dihadapi dalam menjalankan kegiatan usaha.

c. Pengembangan kualitas produk, Pengembangan kualitas produk
dilakukan agar produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM memiliki
daya saing yang lebih baik.

d. Perluasan akses pemasaran, Pemerintah juga dapat membantu pelaku
UMKM dalam memperluas jaringan pemasaran melalui berbagai
kegiatan promosi maupun pameran usaha.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung

perkembangan UMKM melalui berbagai kebijakan yang disesuaikan dengan
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kondisi dan potensi daerah masing-masing. Salah satu bentuk kebijakan tersebut
adalah melalui pembentukan peraturan daerah yang mengatur mengenai
perlindungan dan pengembangan UMKM. Dalam konteks penelitian ini,
Pemerintah Kota Medan telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor
3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah. Peraturan daerah tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah
daerah dalam melaksanakan berbagai program pembinaan serta pemberdayaan
pelaku UMKM di Kota Medan.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintan daerah diharapkan dapat
memberikan dukungan kepada pelaku UMKM dalam bentuk pembinaan usaha,
pendampingan usaha, serta fasilitasi pengurusan legalitas usaha. Dengan adanya
dukungan tersebut, pelaku UMKM diharapkan mampu meningkatkan kapasitas
usaha serta daya saing usaha yang dijalankan.

Dengan demikian, perlindungan dan pengembangan UMKM merupakan
upaya penting yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi masyarakat. Melalui kebijakan serta program pembinaan
yang tepat, pelaku UMKM dapat memperoleh dukungan yang diperlukan untuk

mengembangkan usahanya secara lebih baik.
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METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini digunakan untuk
memahami dan menggambarkan secara mendalam mengenai proses
implementasi  kebijakan pemerintah daerah dalam perlindungan dan
pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Moleong (2021), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang
bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara
holistik dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada
suatu konteks khusus yang alamiah. Pendekatan ini menekankan pada
pemahaman makna serta proses yang terjadi di lapangan.

Sejalan dengan itu, Sugiyono (2022) menjelaskan bahwa penelitian
deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan kondisi objek penelitian
secara apa adanya tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti.

Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih
mendalam mengenai proses pelaksanaan kebijakan, peran instansi pelaksana,
serta kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan di lapangan. Dengan
demikian, penelitian kualitatif deskriptif dianggap paling sesuai karena mampu
memberikan gambaran secara mendalam dan komprehensif mengenai
implementasi kebijakan perlindungan dan pengembangan UMKM di Kota

Medan.
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3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini menggambarkan bahwa implementasi
kebijakan mempengaruhi pelaksanaan pembinaan UMKM yang kemudian
menghasilkan peningkatan kapasitas pelaku UMKM di Kota Medan.

Gambar 1 Kerangka Konsep

Implementasi Peraturan Daerah No.3 Dianalisis menggunakan
Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Teori Edward 111 :
Pengembangan UMKM e Komunikasi

e Sumber Daya

e Disposisi (Sikap
Pelaksanaan)

e Struktur Birokrasi

Hasil Implementasi (Outcome)

e Meningkatnya pemahaman Proses Impelemntasi
pelaku UMKM

e Meningkatnya kapasitas e Legalitas
usaha UMKM e Pelatihan

e Meningkatnya partisipasi e Pendampingan
UMKM dalam program e Sosialisasi

e Belum meratanya

pembinaan UMKM

3.3 Definisi Konsep

Adapun defenisi konsep penelitian penulis adalah sebagai berikut:
1. Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan dipahami sebagai proses menerjemahkan Peraturan
Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024 menjadi tindakan nyata melalui aktivitas
organisasi pelaksana, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM, bersama dengan pelaku

UMKM sebagai sasaran kebijakan, sehingga menghasilkan perubahan sesuai
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dengan tujuan perlindungan dan pengembangan UMKM. Implementasi kebijakan
dalam penelitian ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan proses yang
dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam pelaksanaan pembinaan
UMKM di lapangan.
2. Perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah dipahami sebagai upaya
yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memberikan jaminan, kemudahan,
serta keberpihakan kepada pelaku UMKM melalui kebijakan dan program
pembinaan, sehingga pelaku UMKM dapat menjalankan usahanya secara aman,
berkelanjutan, dan mampu berkembang sesuai dengan tujuan pengembangan
UMKM. Dalam penelitian ini, perlindungan UMKM diwujudkan melalui
pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024 yang
dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam bentuk pembinaan,
pendampingan, serta fasilitasi usaha kepada pelaku UMKM.
3. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dipahami sebagai upaya
yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas
pelaku UMKM melalui berbagai program seperti pembinaan, pelatihan,
pendampingan, serta peningkatan kemampuan usaha, sehingga pelaku UMKM
mampu berkembang, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dalam penelitian ini,
pengembangan UMKM dilaksanakan melalui Peraturan Daerah Kota Medan
Nomor 3 Tahun 2024 oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam bentuk kegiatan

pembinaan kepada pelaku UMKM.
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4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan kegiatan usaha produktif yang
dimiliki oleh perorangan atau badan usaha dengan skala kecil hingga menengah
yang memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat. Dalam penelitian
ini, UMKM merujuk pada pelaku usaha yang berada di Kecamatan Medan Denai
sebagai sasaran dari implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun
2024 yang dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan oleh Dinas Koperasi dan

UMKM.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi merupakan proses pengelompokan aspek-aspek penelitian ke
dalam kategori tertentu yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam
menganalisis dan memahami hubungan antara subjek dan objek penelitian.
Kategorisasi dalam penelitian ini digunakan yaitu teori implementasi kebijakan
Edward Ill, diantaranya:

a. Faktor komunikasi merujuk bagaimana proses informasi
disosialisasikan, kejelasan isi informasi yang disampaikan, serta
konsistensi dalam penyampaian program pembinaan. Komunikasi
yang efektif akan mempengaruhi tingkat pemahaman pelaku UMKM
terhadap kebijakan dan program pembinaan yang diberikan, sehingga
berdampak pada keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan.

b. Faktor sumber daya ketersediaan sumber daya manusia sebagai
pelaksana kebijakan, dukungan anggaran, serta sarana dan prasarana

yang digunakan dalam kegiatan pembinaan UMKM. Ketersediaan dan



kecukupan sumber daya ini sangat mempengaruhi kelancaran
pelaksanaan pembinaan serta keberhasilan implementasi kebijakan di
lapangan.

c. Faktor disposisi mencakup ketersediaan sumber daya manusia sebagai
pelaksana kebijakan, dukungan anggaran, serta sarana dan prasarana
yang digunakan dalam kegiatan pembinaan UMKM. Ketersediaan dan
kecukupan sumber daya ini sangat mempengaruhi kelancaran
pelaksanaan pembinaan serta keberhasilan implementasi kebijakan di
lapangan.

d. Faktor Struktur birokrasi mencakup pembagian tugas, kejelasan
wewenang, serta adanya standar operasional prosedur (SOP) dalam
pelaksanaan pembinaan UMKM. Struktur birokrasi yang jelas dan
terorganisir akan mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan serta
meminimalisir hambatan dalam proses pembinaan di lapangan

3.5 Informan atau Narasumber

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik
purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan
tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan karena tidak
semua pihak dapat dijadikan sebagai sumber data, melainkan hanya pihak-
pihak yang dianggap mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dalam
pelaksanaan kebijakan yang diteliti. Menurut Sugiyono (2022), purposive
sampling merupakan teknik penentuan sampel dalam penelitian kualitatif

yang dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu agar data yang
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diperoleh lebih relevan dan mendalam.

Dalam penelitian ini, informan dipilih dari berbagai pihak yang berkaitan
dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu:

1. Nama: Yusnita, S.Pd

Jenis Kelamin: Perempuan
Jabatan: Kepala bidang Tim Pemberdayaan atau Pembinaan di Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
2. Nama: Uni Sari Tarigan, S.E
Jenis Kelamin: Perempuan
Jabatan: Kepala bidang Legalitas/ Perizinan di Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
3. Nama: Purnama Sari
Jenis Kelamin: Perempuan
Keterangan: Pelaku UMKM/ Penerima Program Pembinaan di
Kecamatan Medan Denai
4. Nama: Ali Murni
Jenis Kelamin: Laki-laki

Keterangan: Pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai

3.6 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian
kualitatif untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan fokus penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, data umumnya dikumpulkan melalui berbagai teknik
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seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Creswell (2018),
pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara langsung oleh
peneliti melalui interaksi dengan informan serta pengamatan terhadap kondisi di
lapangan, sehingga data yang diperoleh lebih mendalam dan kontekstual.
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
a. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara
langsung antara peneliti dengan informan untuk memperoleh informasi
yang mendalam terkait penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara
dilakukan kepada pihak-pihak yang telah ditentukan secara purposive,
yaitu dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan serta pelaku UMKM
di Kecamatan Medan Denai.
Wawancara bertujuan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024, khususnya terkait
kegiatan pembinaan UMKM, faktor pendukung dan penghambat, serta
respon pelaku UMKM terhadap program yang dijalankan. Jenis
wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur, dimana peneliti
menyiapkan pedoman wawancara namun tetap memberikan kebebasan
kepada informan untuk menjelaskan secara lebih luas sesuai dengan
pengalaman mereka. Dengan teknik ini, peneliti dapat memperoleh data

yang lebih mendalam terkait implementasi kebijakan di lapangan.
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b.Observasi
Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai
kondisi dan pelaksanaan pembinaan UMKM oleh Dinas Koperasi dan
UMKM Kota Medan. Melalui observasi, peneliti dapat melihat secara
langsung bagaimana kegiatan pembinaan berlangsung, interaksi antara
pelaksana kebijakan dengan pelaku UMKM, serta situasi yang terjadi di
lapangan.
Menurut Moleong (2021), observasi merupakan teknik pengumpulan data
yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung fenomena yang
terjadi dalam konteks aslinya. Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan observasi non-partisipatif, yaitu peneliti tidak terlibat
secara langsung dalam kegiatan, melainkan hanya mengamati proses
pelaksanaan pembinaan UMKM.

. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan
penelitian. Dalam penelitian ini, dokumen yang dikumpulkan meliputi
peraturan daerah, laporan kegiatan pembinaan UMKM, data pelaku
UMKM, serta foto-foto kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan
kebijakan.
Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi serta memperkuat data
yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dengan adanya dokumen

pendukung, data yang diperoleh menjadi lebih akurat dan dapat
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dipertanggungjawabkan dalam analisis penelitian.

3.7 Teknik Analisi Data

Analisis data merupakan proses mengolah dan menyusun data yang diperoleh
dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara sistematis agar mudah
dipahami dan dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.
Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara terus-menerus sejak awal
pengumpulan data hingga penelitian selesai. Menurut Hardani et al., (2020), analisis
data kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis
sehingga dapat dipahami dan diinformasikan kepada orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, dan
pemfokusan data yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini,
peneliti menyeleksi data hasil wawancara, observasi, dan
dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian, vyaitu
implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024
tentang perlindungan dan pengembangan UMKM.

Menurut Hardani et al., (2020), reduksi data dilakukan untuk
merangkum dan memilih data yang penting sehingga memudahkan
peneliti dalam melakukan analisis lebih lanjut. Data yang telah
dikumpulkan kemudian dikelompokkan ke dalam kategori seperti
komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sesuai

dengan teori Edward IlI.



40

b. Penyajian Data
Penyajian data merupakan tahap menyusun data yang telah direduksi ke
dalam bentuk yang terstruktur agar mudah dipahami. Penyajian data
dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian naratif, kutipan hasil
wawancara, serta pengelompokan data berdasarkan kategori penelitian.
Menurut Rijali (2020), penyajian data dalam penelitian kualitatif
bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami fenomena
yang diteliti serta melihat hubungan antar data. Dengan penyajian data
yang baik, peneliti dapat mengidentifikasi pola, hubungan, serta
kecenderungan yang muncul dalam implementasi kebijakan pembinaan
UMKM.

c. Penarikan kesimpulan
Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang
dilakukan dengan cara menginterpretasikan data yang telah disajikan.
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat
berkembang seiring dengan bertambahnya data yang diperoleh di
lapangan.
Menurut Abdussamad (2021), penarikan kesimpulan dalam penelitian
kualitatif dilakukan dengan cara menafsirkan makna data serta
mengaitkannya dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini,
kesimpulan difokuskan pada bagaimana implementasi Peraturan Daerah
Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024, faktor-faktor yang mempengaruhi

pelaksanaannya, serta dampaknya terhadap pelaku UMKM di
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Kecamatan Medan Denai.

3.8 Waktu Dan Lokasi Penelitian

Gamabr 3.8. Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Penelitian ini dilaksanakan selama kurun waktu empat bulan. Lokasi
penelitian difokuskan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) Kota Medan serta pada pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Medan
Denai, sebagai lokasi pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Medan
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pengembangan UMKM.

3.9 Deskripsi Ringkasan Lokasi Penelitian
3.9.1 Profil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota
Medan

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota
Medan merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi serta usaha mikro,
kecil, dan menengah. Dinas ini bertanggung jawab dalam merumuskan dan

melaksanakan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pemberdayaan,
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perlindungan, serta pengembangan UMKM di Kota Medan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan
memiliki fungsi pembinaan, pengawasan, serta pemberian fasilitas kepada pelaku
UMKM agar mampu berkembang dan memiliki daya saing. Selain itu, dinas ini
juga berperan dalam meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, memperluas
akses permodalan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui
penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan
memiliki visi dan misi sebagai arah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
Adapun visi yang ingin dicapai adalah mewujudkan koperasi dan UMKM yang
mandiri, berdaya saing, dan mampu berkontribusi terhadap perekonomian
daerah. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan beberapa misi sebagai
berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku UMKM melalui pembinaan dan
pelatihan.

2.Mengembangkan akses permodalan dan pemasaran bagi pelaku UMKM.

3.Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi dan UMKM.

4.Mendorong pertumbuhan usaha yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Dengan adanya visi dan misi tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Kota
Medan diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam pengembangan
ekonomi kerakyatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor

UMKM.
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3.9.2 Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Medan
memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang
koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan asas otonomi daerah
dan tugas pembantuan. Dalam menjalankan tugas tersebut, dinas ini berperan dalam
merumuskan kebijakan serta melaksanakan program yang berkaitan dengan
pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta UMKM di Kota Medan.
Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Kota
Medan memiliki beberapa fungsi, antara lain:
1.Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan UMKM.
2.Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi
serta UMKM.
3.Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap koperasi
dan UMKM.
4.Pemberian fasilitasi dan dukungan kepada pelaku UMKM, termasuk dalam
hal permodalan, pelatihan, dan pemasaran.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan di bidang
koperasi dan UMKM.
6. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan
koperasi dan UMKM.
Dengan adanya tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM
Kota Medan diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal dalam

mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM serta meningkatkan
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab. ini penulis akan menyajikan deskripsi data yang diperoleh pada
saat penelitian di lapangan melalui metode pengumpulan data yang telah di
sebutkan dalam bab yang terdahulu. Pengumpulan data yang diperlukan dalam
menjawab. permasalahan secara mendalam beberapa tahapan yang dilakukan
penulis diantaranya: pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data yang
berkaitan dengan permasalahan yang akan dijawab. kedua, penulis melakukan
wawancara dengan 4 orang informan penelitian.

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2026 di Dinas Koperasi
Usaha Mikro Kecil dan Menengah di JI. Gatot Subroto, Lalang, Kota Medan,
Sumatera Utara, pada tanggal 21 Februari 2026 di JI. Denai, Tegalsari Mandala,
Kec. Medan Denai. Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari
rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti serta untuk memperoleh data-
data yang mendukung penelitian ini.

Data-data tersebut merupakan pernyataan dari narasumber mengenai
permasalahan skripsi yang digunakan untuk menjawab. setiap pertanyaan yang
diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam analisis penelitian
pada bab ini.

Berikut ini adalah penyajian data-data hasil wawancara yang disesuaikan:

dengan permasalahan didalam penelitian, guna menjawab fenomena yang telah
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diteliti. adapun hasil penelitiannya sebegai berikut.

4.1.1 Adanya Faktor Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan
implementasi kebijakan, karena melalui komunikasi dapat dilihat sejauh mana
kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat dipahami, diterima, dan
dilaksanakan oleh pelaksana maupun kelompok sasaran. Komunikasi yang baik
juga akan mendukung koordinasi antar pihak yang terlibat, sehingga pelaksanaan
kebijakan dapat berjalan secara terarah dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di
lapangan. Dalam penelitian ini, komunikasi berkaitan dengan bagaimana Dinas
Koperasi dan UMKM Kota Medan menyampaikan informasi mengenai Peraturan
Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan
Pengembangan UMKM kepada pelaku usaha, baik melalui sosialisasi, pembinaan,
maupun pendampingan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 1 Ketua Tim
Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah yaitu Ibu Yusnita S.Pd pada
tanggal 20 februari 2026 yang menyatakan bahwa :

“komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM
Kota Medan lebih difokuskan langsung kepada pelaku UMKM
sebagai sasaran utama kebijakan. Penyampaian informasi
biasanya dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan
pembinaan usaha, dimana pelaku UMKM diundang untuk
mengikuti kegiatan tersebut dan diberikan penjelasan terkait
program-program Yyang ada, seperti pengembangan usaha,
bantuan yang bisa diperoleh, serta cara menjalankan usaha agar
lebih berkembang. Selain itu, dinas juga melakukan
pendampingan langsung kepada pelaku UMKM, khususnya
bagi mereka yang sudah pernah mengikuti program
sebelumnya, agar informasi yang diberikan tidak hanya



dipahami secara teori tetapi juga bisa diterapkan dalam usaha
mereka sehari-hari. Di sisi lain, komunikasi juga dilakukan di
dalam dinas melalui koordinasi antar bidang, seperti antara
bidang pemberdayaan dan bidang legalitas, sehingga program
yang dijalankan bisa saling mendukung dan pelaku UMKM
mendapatkan layanan yang lebih menyeluruh. Namun dalam
pelaksanaannya, komunikasi ini belum sepenuhnya berjalan
maksimal karena masih ada kendala dalam menjangkau seluruh
pelaku UMKM, mengingat jumlah pelaku usaha yang cukup
banyak dan tidak semuanya aktif mengikuti kegiatan yang
diadakan. Selain itu, ada juga pelaku UMKM yang kurang aktif
atau kurang tertarik untuk ikut pembinaan, sehingga informasi
yang disampaikan tidak merata. Untuk mengatasi hal tersebut,
dinas terus berupaya meningkatkan kegiatan sosialisasi dan
pembinaan serta memperluas penyampaian informasi agar
lebih banyak pelaku UMKM yang mengetahui dan bisa
memanfaatkan program yang tersedia”.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 2 yaitu Ibu
Uni Sari Tarigan yang menangani bidang legalitas/perizinan UMKM pada
tanggal 20 februari 2026 menyatakan bahwa :

“beliau menjelaskan bahwa komunikasi yang dilakukan lebih
difokuskan pada penyampaian informasi terkait pentingnya
legalitas usaha bagi pelaku UMKM. Informasi tersebut
biasanya disampaikan melalui kegiatan pembinaan yang
diadakan oleh dinas, maupun ketika pelaku UMKM datang
langsung untuk mengurus perizinan usahanya. Pelaku UMKM
diberikan penjelasan mengenai prosedur pengurusan Nomor
Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha lainnya, serta dibantu
secara langsung agar prosesnya lebih mudah dan tidak
membingungkan. Selain itu, komunikasi juga dilakukan secara
internal antar bidang di dalam dinas agar pelayanan yang
diberikan kepada pelaku UMKM bisa berjalan dengan baik dan
saling terkoordinasi, terutama antara bidang pemberdayaan dan
bidang legalitas. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat
kendala yang cukup terasa, yaitu masih banyak pelaku UMKM
yang belum memiliki izin usaha karena kurangnya pemahaman
atau kesadaran akan pentingnya legalitas tersebut. Ini
menunjukkan bahwa meskipun informasi sudah disampaikan,
tidak semua pelaku UMKM dapat menerima dan memahami



dengan baik, sehingga komunikasi yang dilakukan belum
sepenuhnya efektif. Selain itu, komunikasi juga masih bersifat
terbatas pada kegiatan tertentu atau pada pelaku UMKM yang
datang langsung ke dinas, sehingga belum menjangkau seluruh
pelaku usaha secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan
upaya yang lebih maksimal dalam menyampaikan informasi
secara lebih luas dan berkelanjutan agar pelaku UMKM tidak
hanya mengetahui, tetapi juga benar-benar memahami
pentingnya legalitas dalam pengembangan usaha mereka”.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 3 yaitu Ibu
Purnama Sari sebagai pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai pada
tanggal 21 februari 2026 menyatakah bahwa :

“kalau menurut saya komunikasi yang diterima dari Dinas
Koperasi dan UMKM Kota Medan dirasakan melalui kegiatan
pembinaan yang diikutinya, dimana dalam kegiatan tersebut
pelaku UMKM diberikan penjelasan secara langsung
mengenai cara menjalankan usaha, pengembangan usaha, serta
informasi terkait bantuan yang bisa diperoleh dari pemerintah.
Melalui komunikasi tersebut, beliau mengaku mulai
memahami bagaimana mengelola usahanya dengan lebih baik
dan juga mengetahui adanya dukungan dari pemerintah, bahkan
beliau pernah menerima bantuan berupa steling untuk
menunjang usahanya berjualan makanan siap saji. Hal ini
menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh dinas
cukup jelas dan bermanfaat ketika pelaku UMKM terlibat
langsung dalam kegiatan yang diselenggarakan. Namun di sisi
lain, komunikasi tersebut dirasakan masih terbatas karena
informasi yang diperoleh hanya didapat saat mengikuti
kegiatan pembinaan, sehingga penyampaiannya belum merata
kepada seluruh pelaku UMKM. Artinya, pelaku UMKM yang
aktif mengikuti kegiatan akan lebih memahami program dan
merasakan manfaatnya, sementara yang tidak ikut cenderung
kurang mendapatkan informasi. Kondisi ini menunjukkan
bahwa komunikasi kebijakan masih bergantung pada
keikutsertaan pelaku UMKM dalam kegiatan yang diadakan
oleh dinas, sehingga belum sepenuhnya menjangkau semua
pelaku usaha secara luas dan berkelanjutan”.

Terakhir narasumber 4 Terakhir, Bapak Ali Murni sebagai pelaku
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UMKM di Kecamatan Medan Denai pada tanggal 21 februari 2026

menyatakan bahwa :

“kalau menurut saya sebagai pelaku UMKM menjelaskan
bahwa selama menjalankan usahanya belum pernah menerima
informasi maupun sosialisasi dari Dinas Koperasi dan UMKM
Kota Medan terkait program pembinaan atau kebijakan yang
ada. la mengaku hanya menjalankan usahanya secara mandiri
berdasarkan pengalaman sendiri tanpa adanya arahan atau
pendampingan dari pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa
komunikasi kebijakan belum menjangkau seluruh pelaku
UMKM secara merata, khususnya bagi pelaku usaha yang tidak
terlibat dalam kegiatan pembinaan. Kondisi tersebut membuat
beliau tidak mengetahui adanya program bantuan atau
pengembangan usaha yang sebenarnya dapat membantu
meningkatkan usahanya, seperti bantuan alat produksi yang
sangat dibutuhkan dalam usahanya di bidang konveksi. Selain
itu, tidak adanya informasi yang diterima juga berdampak pada
kurangnya pemahaman terhadap kebijakan yang telah dibuat
pemerintah, sehingga pelaku UMKM seperti Bapak Ali belum
dapat memanfaatkan peluang yang seharusnya bisa diperoleh.
Dari sisi yang dirasakan, komunikasi yang tidak sampai kepada
pelaku usaha ini menjadi salah satu kendala utama dalam
implementasi kebijakan, karena meskipun program sudah ada,
namun tidak semua pelaku UMKM mengetahui dan
merasakannya secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan
upaya komunikasi yang lebih luas dan merata, agar seluruh
pelaku UMKM, termasuk yang belum pernah terlibat dalam
kegiatan pembinaan, dapat memperoleh informasi dan
kesempatan yang sama dalam mengembangkan usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat narasumber, dapat
disimpulkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan perlindungan dan
pengembangan UMKM di Kota Medan telah dilakukan melalui kegiatan
sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan oleh Dinas Koperasi dan UMKM.

Namun, pelaksanaannya masih belum optimal karena belum mampu menjangkau

seluruh pelaku UMKM secara merata. Informasi cenderung hanya diterima oleh
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pelaku usaha yang aktif mengikuti kegiatan, sementara sebagian lainnya belum
mendapatkan informasi yang memadai. Selain itu, komunikasi yang dilakukan juga
belum berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga menimbulkan

kesenjangan pemahaman di antara pelaku UMKM.

4.1.2 Adanya Faktor Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi
kebijakan, karena menentukan sejauh mana kebijakan dapat dijalankan secara
efektif di lapangan. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia,
anggaran, serta sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 1 Ketua Tim
Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah yaitu lbu Yusnita S.Pd pada
tanggal 20 februari 2026 yang menyatakan bahwa :

“beliau menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program pembinaan dan
pengembangan UMKM, ketersediaan sumber daya masih menjadi salah
satu faktor yang cukup berpengaruh. Dari sisi sumber daya manusia,
jumlah pegawai atau tim yang menangani pemberdayaan UMKM masih
terbatas jika dibandingkan dengan jumlah pelaku UMKM yang cukup
banyak di Kota Medan, sehingga tidak semua pelaku usaha dapat
didampingi secara maksimal. Pendampingan biasanya hanya difokuskan
pada pelaku UMKM yang aktif atau yang sudah terdata dan pernah
mengikuti program sebelumnya. Selain itu, dari sisi anggaran, program
pembinaan dan bantuan usaha juga sangat bergantung pada ketersediaan
dana dari pemerintah daerah, sehingga tidak semua pelaku UMKM bisa
mendapatkan bantuan secara merata. Bantuan yang diberikan, seperti
peralatan usaha, pelatihan, maupun fasilitasi lainnya, masih terbatas dan
harus disesuaikan dengan anggaran yang tersedia setiap tahunnya. Dari
sisi sarana dan prasarana, dinas sudah berupaya menyediakan fasilitas
pendukung seperti tempat pelatihan dan bantuan alat usaha, namun
jumlahnya masih belum mencukupi untuk menjangkau seluruh pelaku
UMKM. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan program belum
berjalan secara optimal, karena masih ada pelaku UMKM yang
membutuhkan bantuan tetapi belum bisa difasilitasi. Oleh karena itu,
menurut beliau diperlukan penambahan sumber daya, baik dari segi
tenaga pendamping, peningkatan anggaran, maupun penyediaan sarana



dan prasarana yang lebih memadai, agar program pembinaan dan
pengembangan UMKM dapat berjalan lebih efektif dan merata”.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 2 yaitu lbu
Uni Sari Tarigan yang menangani bidang legalitas/perizinan UMKM pada
tanggal 20 februari 2026 menyatakan bahwa :

“beliau menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan terkait
legalitas usaha, ketersediaan sumber daya juga menjadi faktor yang
cukup berpengaruh. Dari sisi sumber daya manusia, jumlah pegawai
yang menangani perizinan UMKM masih terbatas, sehingga pelayanan
biasanya dilakukan secara bertahap dan lebih difokuskan kepada pelaku
UMKM vyang datang langsung atau yang sudah terdata dalam kegiatan
dinas. Selain itu, dalam membantu proses pengurusan izin seperti
Nomor Induk Berusaha (NIB), dibutuhkan pemahaman teknis baik dari
petugas maupun pelaku UMKM, namun pada kenyataannya masih
banyak pelaku usaha yang belum memahami prosedur tersebut,
sehingga membutuhkan pendampingan lebih lanjut. Dari sisi anggaran,
kegiatan fasilitasi legalitas juga bergantung pada program yang tersedia
setiap tahunnya, sehingga belum semua pelaku UMKM bisa difasilitasi
secara maksimal. Sementara itu, dari sisi sarana dan prasarana, dinas
sudah menyediakan fasilitas pendukung seperti pelayanan langsung dan
sistem pengurusan izin, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat
keterbatasan dalam menjangkau seluruh pelaku UMKM, terutama bagi
mereka yang tidak aktif atau tidak datang langsung ke dinas. Kondisi ini
menunjukkan bahwa meskipun sumber daya sudah tersedia, namun
masih belum sepenuhnya mencukupi untuk mendukung pelayanan
legalitas UMKM secara merata, sehingga diperlukan peningkatan baik
dari segi jumlah tenaga, dukungan anggaran, maupun kemudahan akses
pelayanan agar seluruh pelaku UMKM dapat memperoleh legalitas
usaha dengan lebih mudah”.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 3 yaitu Ibu
Purnama Sari sebagai pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai pada
tanggal 21 februari 2026 menyatakah bahwa :

“kalau menurut saya dari sisi sumber daya, bantuan yang diberikan oleh
Dinas Koperasi dan UMKM cukup membantu dalam menunjang
usahanya, terutama setelah mengikuti kegiatan pembinaan. Salah satu
bentuk sumber daya yang dirasakan langsung adalah adanya bantuan
sarana usaha berupa steling yang digunakan untuk berjualan makanan
siap saji, sehingga usahanya menjadi lebih tertata dan menarik. Selain



itu, melalui pembinaan yang diikuti, beliau juga mendapatkan
pengetahuan tambahan dalam mengelola usaha, yang secara tidak
langsung menjadi bagian dari sumber daya manusia dalam
pengembangan usaha. Namun, bantuan dan fasilitas tersebut tidak
didapatkan secara terus-menerus, melainkan hanya pada saat mengikuti
program tertentu, sehingga keberlanjutan dukungan dari dinas masih
dirasakan terbatas. Di sisi lain, tidak semua pelaku UMKM memiliki
kesempatan yang sama untuk mendapatkan bantuan tersebut, karena
bergantung pada keikutsertaan dalam kegiatan dan ketersediaan
program dari dinas, ini menunjukkan bahwa meskipun sumber daya
seperti bantuan usaha dan pelatihan sudah ada dan dirasakan
manfaatnya, namun distribusinya belum merata dan masih terbatas pada
pelaku UMKM tertentu saja. Kondisi ini membuat sebagian pelaku
UMKM bisa berkembang lebih baik karena mendapatkan dukungan,
sementara yang lainnya masih menjalankan usaha secara mandiri tanpa
adanya bantuan yang memadai”.

Terakhir narasumber 4 Terakhir, Bapak Ali Murni sebagai pelaku
UMKM di Kecamatan Medan Denai pada tanggal 21 februari 2026

menyatakan bahwa :

“kalau menurut saya diliat dari sisi sumber daya, selama menjalankan
usahanya belum pernah mendapatkan bantuan ataupun dukungan dari
Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan. Usaha yang dijalankannya di
bidang konveksi masih sepenuhnya mengandalkan kemampuan dan
peralatan yang dimiliki secara pribadi tanpa adanya tambahan fasilitas
dari pemerintah, ini menunjukkan bahwa dari aspek sarana dan
prasarana, kebutuhan usaha seperti mesin jahit tambahan sebenarnya
sangat diperlukan untuk meningkatkan produksi, namun belum
terpenuhi karena tidak adanya bantuan yang diterima. Selain itu, dari sisi
sumber daya manusia, beliau juga belum pernah mendapatkan pelatihan
maupun pendampingan yang dapat meningkatkan keterampilan atau
pengelolaan usahanya, sehingga usaha dijalankan berdasarkan
pengalaman sendiri. Dari sisi anggaran atau dukungan program, kondisi
ini menggambarkan bahwa belum semua pelaku UMKM dapat
merasakan manfaat dari program pemerintah, karena akses terhadap
bantuan masih terbatas dan tidak merata. Keadaan ini membuat pelaku
usaha seperti Bapak Ali mengalami keterbatasan dalam
mengembangkan usahanya, baik dari segi kapasitas produksi maupun
kualitas usaha yang dijalankan. Dengan demikian, keterbatasan sumber
daya yang tidak terpenuhi ini menjadi salah satu hambatan dalam
pengembangan UMKM, karena tanpa dukungan yang memadai, pelaku
usaha cenderung sulit untuk berkembang secara optimal”.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat narasumber, dapat
disimpulkan bahwa faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan
perlindungan dan pengembangan UMKM di Kota Medan masih belum memadai.
Keterbatasan terlihat pada jumlah sumber daya manusia yang belum sebanding
dengan banyaknya pelaku UMKM, keterbatasan anggaran yang menyebabkan
bantuan dan program belum dapat diberikan secara merata, serta sarana dan
prasarana yang masih terbatas. Selain itu, distribusi bantuan dan pelatihan
cenderung hanya dirasakan oleh pelaku UMKM vyang aktif atau terlibat dalam
program, sehingga masih terdapat pelaku usaha yang belum mendapatkan

dukungan yang diperlukan dalam mengembangkan usahanya.

4.1.3 Adanya Faktor Disposisi

Disposisi dalam implementasi kebijakan berkaitan dengan sikap, komitmen,
dan kesungguhan para pelaksana dalam menjalankan kebijakan yang telah
ditetapkan. Faktor ini penting karena meskipun kebijakan sudah memiliki aturan
yang jelas dan didukung oleh sumber daya yang memadai, namun jika pelaksana
tidak memiliki kemauan atau tidak mendukung kebijakan tersebut, maka
pelaksanaannya tidak akan berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 1 Ketua Tim
Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah yaitu Ibu Yusnita S.Pd pada
tanggal 20 februari 2026 yang menyatakan bahwa :

“beliau menjelaskan bahwa dari sisi sikap dan komitmen, pihak Dinas

Koperasi dan UMKM Kota Medan pada dasarnya memiliki keseriusan

dalam melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UMKM.

Hal ini terlihat dari upaya yang terus dilakukan dalam bentuk kegiatan
pelatihan, sosialisasi, serta pendampingan kepada pelaku UMKM agar



mereka dapat berkembang dan mandiri. Selain itu, para pelaksana di
dalam dinas juga memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap tujuan
kebijakan, yaitu untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan pelaku
UMKM, sehingga program yang dijalankan tetap diarahkan sesuai
dengan kebutuhan di lapangan. Namun dalam pelaksanaannya, sikap
positif tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan partisipasi dari
seluruh pelaku UMKM, karena masih ada pelaku usaha yang kurang
aktif atau belum memiliki kemauan untuk mengikuti kegiatan yang
disediakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun dari sisi
pelaksana sudah memiliki komitmen yang baik, tetapi keberhasilan
kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh respon dan keterlibatan pelaku
UMKM itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih lanjut
untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pelaku UMKM, agar
program yang sudah dijalankan dapat memberikan hasil yang lebih
maksimal”.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 2 yaitu Ibu
Uni Sari Tarigan yang menangani bidang legalitas/perizinan UMKM pada

tanggal 20 februari 2026 menyatakan bahwa :

“beliau menjelaskan bahwa dari sisi sikap dan komitmen, pihak dinas
pada dasarnya memiliki kesungguhan dalam membantu pelaku UMKM
terutama dalam hal pengurusan legalitas usaha. Hal ini terlihat dari
upaya yang dilakukan oleh petugas dalam memberikan pelayanan,
penjelasan, serta pendampingan kepada pelaku UMKM yang ingin
mengurus izin usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Dalam
pelaksanaannya, petugas tidak hanya menunggu, tetapi juga berusaha
membantu agar pelaku UMKM dapat memahami proses yang
sebelumnya dianggap rumit. Sikap ini menunjukkan adanya komitmen
dari pelaksana kebijakan untuk mempermudah akses legalitas bagi
pelaku UMKM. Namun di sisi lain, dalam pelaksanaannya masih
terdapat kendala yang cukup berpengaruh, yaitu rendahnya kesadaran
dan kemauan dari sebagian pelaku UMKM untuk mengurus izin usaha.
Banyak pelaku usaha yang merasa bahwa legalitas belum menjadi
kebutuhan utama, sehingga meskipun sudah diberikan penjelasan dan
kesempatan, mereka tetap tidak memanfaatkan layanan yang ada.
Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan
tidak hanya bergantung pada komitmen pelaksana, tetapi juga sangat
dipengaruhi oleh sikap dan respon dari pelaku UMKM itu sendiri.
Meskipun dari sisi pelaksana sudah memiliki sikap yang mendukung dan
berupaya maksimal, namun jika tidak diimbangi dengan kesadaran dari
pelaku usaha, maka pelaksanaan kebijakan belum dapat berjalan secara
optimal”.



Kelmudian blelrdasarkan hasil wawancara delngan narasumblelr 3 yaitu
Iblu Purnama Sari selblagai pellaku UMKM di Kelcamatan Meldan Delnai
pada tanggal 21 felblruari 2026 melnyatakah blahwa :

“kalau menurut saya menilai dari sisi sikap dan respon, dirinya memiliki
pandangan yang positif terhadap program pembinaan yang dilakukan
oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan. Hal ini terlihat dari
kesediaannya untuk mengikuti kegiatan pembinaan serta memanfaatkan
bantuan yang diberikan, seperti steling untuk mendukung usahanya
berjualan makanan siap saji. Sikap terbuka dan kemauan untuk
menerima arahan tersebut menunjukkan bahwa disposisi dari pelaku
UMKM mengarah pada dukungan terhadap kebijakan yang dijalankan
oleh dinas. Selain itu, beliau juga merasakan bahwa adanya pembinaan
dari dinas cukup membantu dalam meningkatkan pemahaman dan cara
mengelola usaha, sehingga menumbuhkan kepercayaan terhadap
program pemerintah. Dari sisi ini dapat dilihat bahwa ketika pelaku
UMKM memiliki sikap yang positif dan mau terlibat, maka kebijakan
yang dijalankan oleh dinas akan lebih mudah diterapkan dan
bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada
kesesuaian antara komitmen pelaksana (dinas) dengan respon dari
pelaku UMKM. Artinya, meskipun dinas sudah menjalankan program
dengan baik, hasilnya akan lebih optimal jika didukung oleh sikap
pelaku UMKM yang aktif dan terbuka seperti yang ditunjukkan oleh Ibu
Purnama Sari. Dengan demikian, disposisi dalam penelitian ini tidak
hanya dilihat dari pelaksana kebijakan, tetapi juga dari bagaimana
pelaku UMKM merespon dan memanfaatkan program yang diberikan
oleh dinas”.

Terakhir narasumber 4 Terakhir, Bapak Ali Murni sebagai pelaku
UMKM di Kecamatan Medan Denai pada tanggal 21 februari 2026

menyatakan bahwa :

“kalau menurut saya menilai dari sisi sikap dan respon terhadap
kebijakan, dirinya cenderung belum memiliki keterlibatan ataupun
pandangan yang jelas terhadap program yang dijalankan oleh Dinas
Koperasi dan UMKM Kota Medan. Hal ini disebabkan karena beliau
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belum pernah menerima informasi, pembinaan, maupun bantuan dari
dinas, sehingga tidak mengetahui secara langsung tujuan maupun
manfaat dari kebijakan tersebut. Kondisi ini membuat sikap yang
ditunjukkan lebih bersifat pasif, dimana usaha yang dijalankan hanya
berfokus pada pengalaman pribadi tanpa adanya dorongan atau arahan
dari pemerintah. diliat dari adanya faktor disposisi, hal ini menunjukkan
bahwa ketika pelaku UMKM tidak tersentuh oleh program atau
komunikasi dari dinas, maka respon yang muncul bukan penolakan,
tetapi lebih kepada ketidaktahuan dan kurangnya keterlibatan. Selain
itu, beliau sebenarnya memiliki harapan terhadap adanya bantuan atau
dukungan dari pemerintah, seperti kebutuhan alat produksi untuk
menunjang usahanya, yang menunjukkan bahwa secara tidak langsung
ada sikap terbuka jika program tersebut benar-benar dirasakan. Hal ini
memperlihatkan bahwa disposisi pelaku UMKM sangat dipengaruhi
oleh sejauh mana peran dinas hadir dan menjangkau mereka. Dengan
kata lain, meskipun dinas memiliki komitmen dalam menjalankan
kebijakan, namun jika belum mampu menjangkau seluruh pelaku
UMKM, maka akan muncul kelompok pelaku usaha yang bersikap pasif
karena tidak merasakan langsung adanya kebijakan tersebut. Kondisi ini
menjadi salah satu tantangan dalam implementasi kebijakan, karena
keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh sikap pelaksana, tetapi juga
oleh sejauh mana kebijakan tersebut mampu membangun respon dan
keterlibatan dari seluruh pelaku UMKM?”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat narasumber, dapat
disimpulkan bahwa disposisi atau sikap dalam implementasi kebijakan
perlindungan dan pengembangan UMKM di Kota Medan menunjukkan adanya
variasi respon dari pelaksana maupun pelaku UMKM. Dari sisi pelaksana, terdapat
komitmen untuk menjalankan program pembinaan dan pengembangan UMKM.
Namun, dari sisi pelaku UMKM, respon yang muncul berbeda-beda, dimana
pelaku usaha yang terlibat dalam program cenderung memiliki sikap positif, aktif,
dan mendukung kebijakan, sementara pelaku UMKM vyang tidak terlibat
menunjukkan sikap pasif karena kurangnya informasi dan pengalaman terhadap
program tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa disposisi dalam implementasi

kebijakan belum merata dan sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan serta
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jangkauan program yang dilakukan oleh dinas.

4.1.4 Adanya Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan susunan organisasi dan tata kerja yang
mengatur bagaimana suatu kebijakan dijalankan oleh para pelaksana, mulai dari
tingkat pimpinan hingga pelaksana di lapangan. Struktur birokrasi ini penting
karena menentukan kejelasan pembagian tugas, alur koordinasi, serta mekanisme
kerja dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, struktur
birokrasi yang baik akan memudahkan koordinasi antar bagian, memperjelas
tanggung jawab, serta memastikan bahwa setiap program dapat dijalankan sesuai
dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sebaliknya, jika struktur birokrasi terlalu
panjang atau kurang fleksibel, maka dapat menghambat proses pengambilan
keputusan dan memperlambat pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 1 Ketua Tim
Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah yaitu lbu Yusnita S.Pd pada
tanggal 20 februari 2026 yang menyatakan bahwa :

“beliau menjelaskan bahwa struktur birokrasi dalam pelaksanaan
program UMKM di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan pada
dasarnya sudah tersusun dengan cukup jelas, dimana setiap bidang
memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam mendukung
pelaksanaan kebijakan. Alur koordinasi dimulai dari pimpinan dinas
kemudian diturunkan ke masing-masing bidang, seperti bidang
pemberdayaan dan bidang legalitas, yang kemudian dilaksanakan oleh
tim teknis di lapangan melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan
kepada pelaku UMKM. Selain itu, antar bidang juga saling
berkoordinasi agar program yang dijalankan tidak berjalan sendiri-
sendiri, melainkan saling melengkapi sesuai kebutuhan pelaku UMKM.
Dalam pelaksanaannya, dinas juga mengacu pada prosedur dan aturan
yang berlaku, sehingga setiap kegiatan memiliki dasar yang jelas dalam
pelaksanaannya. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat
kendala, terutama dalam hal alur birokrasi yang cukup panjang, sehingga
terkadang proses pelaksanaan program atau penyaluran bantuan tidak



bisa dilakukan dengan cepat. Selain itu, koordinasi yang melibatkan
beberapa pihak juga membutuhkan waktu, sehingga pelaksanaan di
lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun struktur birokrasi sudah
tersusun dengan baik dan memiliki pembagian tugas yang jelas, namun
perlu adanya peningkatan dalam hal efektivitas koordinasi dan
kecepatan pelaksanaan agar program yang dijalankan dapat lebih
responsif terhadap kebutuhan pelaku UMKM”.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 2 yaitu lbu
Uni Sari Tarigan yang menangani bidang legalitas/perizinan UMKM pada
tanggal 20 februari 2026 menyatakan bahwa :

“beliau menjelaskan bahwa struktur birokrasi dalam pelayanan legalitas
usaha pada dasarnya sudah memiliki alur dan tahapan yang cukup jelas.
Dalam prosesnya, pelaku UMKM vyang ingin mengurus izin usaha
seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) biasanya harus melalui beberapa
tahapan, mulai dari melengkapi persyaratan administrasi seperti
identitas diri, data usaha, hingga proses pendaftaran melalui sistem yang
telah disediakan. Dari pihak dinas, petugas akan membantu memberikan
arahan serta pendampingan agar pelaku UMKM dapat mengikuti setiap
tahapan tersebut dengan benar. Alur kerja ini berjalan berdasarkan
pembagian tugas yang sudah ditentukan dalam struktur organisasi,
dimana bidang legalitas bertanggung jawab. dalam proses perizinan,
sementara bidang lain dapat mendukung dari sisi pembinaan. Selain itu,
koordinasi antar bagian juga tetap dilakukan agar pelayanan berjalan
lancar dan tidak terjadi kesalahan dalam proses administrasi. Namun
dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala, terutama karena tidak
semua pelaku UMKM memahami tahapan yang harus dilalui, sehingga
sering kali membutuhkan waktu lebih lama dalam proses pengurusan
izin. Selain itu, alur birokrasi yang harus dilalui juga membuat proses
tidak selalu cepat, terutama jika pelaku UMKM belum melengkapi
persyaratan yang dibutuhkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa
meskipun struktur birokrasi dan tahapan pelayanan sudah tersusun
dengan baik, namun dalam praktiknya masih perlu penyederhanaan
proses serta peningkatan pemahaman pelaku UMKM agar pelayanan
dapat berjalan lebih efektif dan mudah diakses”.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 3 yaitu lbu
Purnama Sari sebagai pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai pada

tanggal 21 februari 2026 menyatakah bahwa :



“kalau menurut saya diliat dari sisi pelaksanaan di lapangan, alur atau
tahapan dalam mengikuti program dari Dinas Koperasi dan UMKM
dirasakan sudah cukup jelas, terutama ketika beliau mengikuti kegiatan
pembinaan yang diadakan oleh dinas. Biasanya pelaku UMKM terlebih
dahulu mendapatkan informasi atau undangan untuk mengikuti kegiatan,
kemudian mengikuti proses pembinaan atau pelatihan yang telah
dijadwalkan. Setelah itu, bagi pelaku UMKM yang aktif dan memenuhi
kriteria tertentu, dapat memperoleh bantuan usaha seperti peralatan
yang mendukung kegiatan usahanya. Dalam proses tersebut, dinas juga
memberikan arahan secara langsung sehingga pelaku UMKM dapat
memahami apa saja yang harus dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa
dari sisi struktur birokrasi, alur pelaksanaan program sebenarnya sudah
tersusun dan dapat diikuti oleh pelaku UMKM. Namun demikian,
menurut beliau, tahapan tersebut lebih banyak dirasakan oleh pelaku
UMKM yang memang terlibat langsung dalam kegiatan, sehingga bagi
pelaku usaha yang tidak mengikuti pembinaan, alur tersebut menjadi
kurang terlihat atau tidak diketahui. Selain itu, proses untuk
mendapatkan bantuan juga tidak selalu cepat karena harus melalui
beberapa pertimbangan dari pihak dinas, sehingga tidak semua pelaku
UMKM bisa langsung menerima bantuan. Kondisi ini menunjukkan
bahwa meskipun struktur dan tahapan program sudah ada dan berjalan,
namun pelaksanaannya masih terbatas pada kelompok tertentu dan
belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku
UMKM”.

Terakhir narasumber 4 Terakhir, Bapak Ali Murni sebagai pelaku
UMKM di Kecamatan Medan Denai pada tanggal 21 februari 2026
menyatakan bahwa :

“kalau menurut saya selama menjalankan usaha, dirinya tidak
mengetahui secara jelas bagaimana alur, tahapan, maupun prosedur
yang harus dilalui untuk mendapatkan pembinaan atau bantuan dari
Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan. Hal ini disebabkan karena
beliau belum pernah terlibat langsung dalam kegiatan yang
diselenggarakan oleh dinas, sehingga tidak memahami bagaimana
proses pengajuan, persyaratan, maupun mekanisme yang berlaku. Dari
sisi pelaku UMKM, kondisi ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi
yang sebenarnya sudah ada di tingkat dinas belum sepenuhnya
tersampaikan atau dipahami oleh seluruh pelaku usaha. Selain itu, tidak
adanya informasi yang diterima juga membuat beliau tidak mengetahui
harus memulai dari mana jika ingin mendapatkan bantuan atau
mengikuti program yang ada. Hal ini menjadi kendala karena meskipun
prosedur dan tahapan sudah disusun oleh dinas, namun jika tidak diiringi
dengan penyampaian yang jelas kepada pelaku UMKM, maka struktur
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tersebut tidak dapat diakses secara merata. Kondisi ini menunjukkan
bahwa struktur birokrasi yang ada masih bersifat internal di lingkungan
dinas, sementara dari sisi pelaku UMKM, terutama yang belum pernah
terlibat, masih mengalami kesulitan dalam memahami dan mengakses
alur tersebut. Dengan demikian, diperlukan upaya dari dinas untuk lebih
menyederhanakan serta menyosialisasikan tahapan dan persyaratan
program agar dapat dipahami oleh seluruh pelaku UMKM, sehingga
implementasi kebijakan dapat berjalan lebih merata dan efektif”.
Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat narasumber, dapat
disimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan perlindungan
dan pengembangan UMKM di Kota Medan pada dasarnya sudah memiliki alur,
tahapan, dan prosedur yang jelas di tingkat pelaksana. Namun, dalam praktiknya,
struktur tersebut belum sepenuhnya dipahami dan diakses oleh seluruh pelaku
UMKM. Hal ini disebabkan karena informasi terkait prosedur dan mekanisme
program lebih banyak diketahui oleh pelaku UMKM yang terlibat langsung dalam
kegiatan pembinaan, sementara pelaku usaha yang tidak terlibat cenderung tidak
mengetahui alur tersebut. Selain itu, proses pelaksanaan program yang melalui
beberapa tahapan juga membuat tidak semua pelaku UMKM dapat dengan mudah
memperoleh bantuan. Dengan demikian, struktur birokrasi yang ada belum

berjalan secara optimal karena belum tersosialisasi secara merata kepada seluruh

pelaku UMKM.

4.2 Pembahasan
Berikut ini adalah hasil analisis terhadap aspek-aspek implementasi
kebijakan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah di Kota hasil wawancara yang disesuaikan dengan
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permasalahan didalam penelitian, guna menjawab fenomena yang telah diteliti.
Adapun hasil pembahasannya sebegai berikut:
4.2.1 Adanya Faktor Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan
implementasi kebijakan. Menurut Edward Ill, komunikasi adalah proses
penyampaian informasi kebijakan kepada pihak pelaksana dan kelompok sasaran
yang harus dilakukan secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami agar tujuan
kebijakan dapat tercapai. Dalam konteks implementasi kebijakan perlindungan
dan pengembangan UMKM, komunikasi berperan dalam memastikan bahwa
pelaku UMKM mengetahui, memahami, serta dapat memanfaatkan program yang
telah disediakan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, komunikasi yang
dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan telah berjalan melalui
kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi kepada pelaku UMKM. Namun,
komunikasi tersebut belum sepenuhnya efektif dan merata, karena masih terdapat
pelaku UMKM vyang belum memperoleh informasi secara optimal. Hal ini
menunjukkan bahwa penyampaian informasi belum menjangkau seluruh

kelompok sasaran secara menyeluruh.

Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan belum dijalankan
secara sistematis dan inklusif. Akibatnya, sebagian pelaku UMKM tidak memiliki
pemahaman yang memadai terhadap program yang tersedia, yang pada akhirnya

berdampak pada rendahnya pemanfaatan program tersebut.
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor komunikasi dalam
implementasi kebijakan sudah dilakukan melalui beberapa kegiatan, khususnya
dalam hal penyampaian informasi. Namun, masih terdapat pelaku UMKM yang
memperoleh informasi belum optimal, sehingga berdampak pada rendahnya

pemanfaatan program tersebut.

4.2.2 Adanya Faktor Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan
implementasi kebijakan. Menurut Edward 111, sumber daya mencakup segala hal
yang mendukung pelaksanaan kebijakan, seperti sumber daya manusia, anggaran,
serta sarana dan prasarana yang memadai. Ketersediaan sumber daya yang cukup
akan sangat menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dalam
konteks implementasi kebijakan perlindungan dan pengembangan UMKM,
sumber daya berperan dalam mendukung pelaksanaan program agar dapat berjalan
secara optimal dan menjangkau seluruh pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sumber daya yang
dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan masih memiliki
keterbatasan, baik dari segi jumlah sumber daya manusia, anggaran, maupun
sarana dan prasarana. Kondisi ini berdampak pada belum meratanya pelaksanaan
program, sehingga hanya sebagian pelaku UMKM yang dapat merasakan manfaat
dari program yang dijalankan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya masih bersifat
selektif dan belum inklusif, dimana hanya pelaku UMKM tertentu yang aktif atau

terlibat dalam program yang dapat merasakan manfaat secara langsung. Akibatnya,
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sebagian pelaku wusaha lainnya masih mengalami keterbatasan dalam
mengembangkan usahanya karena tidak memperoleh dukungan yang memadai,
baik dari seqi fasilitas, pelatihan, maupun bantuan usaha.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor sumber daya dalam
implementasi kebijakan telah ada dalam mendukung pelaksanaan program,
khususnya dalam hal ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana
dan prasarana. Namun, masih terdapat keterbatasan pada sumber daya tersebut,
sehingga pelaksanaan program belum berjalan secara merata dan berdampak pada
masih terbatasnya pelaku UMKM yang dapat merasakan manfaat dari program

yang dijalankan.

4.2.3 Adanya Faktor Disposisi

Disposisi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan
implementasi kebijakan. Menurut Edward 111, disposisi berkaitan dengan sikap,
komitmen, dan respon dari pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran
terhadap kebijakan yang dijalankan. Sikap yang positif dan adanya komitmen yang
tinggi akan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks
implementasi kebijakan perlindungan dan pengembangan UMKM, disposisi
berperan dalam mendorong keterlibatan dan partisipasi aktif pelaku UMKM dalam
setiap program yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian, disposisi atau sikap dalam implementasi
kebijakan perlindungan dan pengembangan UMKM di Kota Medan menunjukkan
adanya ketimpangan respon antara pelaksana kebijakan dan pelaku UMKM. Dari

sisi pelaksana, terdapat komitmen dalam menjalankan program pembinaan dan
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pengembangan UMKM. Namun, dari sisi pelaku UMKM, respon yang muncul
tidak merata, dimana pelaku usaha yang terlibat dalam program menunjukkan
sikap positif, aktif, dan mendukung, sementara pelaku UMKM vyang tidak
terjangkau cenderung bersikap pasif karena kurangnya informasi dan pengalaman
terhadap program tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa disposisi tidak hanya dipengaruhi oleh sikap
pelaksana kebijakan, tetapi juga sangat bergantung pada tingkat keterlibatan dan
akses pelaku UMKM terhadap program yang dijalankan. Akibatnya, muncul
perbedaan tingkat partisipasi dan penerimaan kebijakan di lapangan, yang
berdampak pada belum optimalnya implementasi kebijakan secara menyeluruh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor disposisi dalam
implementasi kebijakan telah ditunjukkan melalui adanya komitmen dari
pelaksana dalam menjalankan program. Namun, masih terdapat ketimpangan
respon di kalangan pelaku UMKM, dimana tidak semua pelaku usaha
menunjukkan sikap yang sama akibat kurangnya keterlibatan dan akses terhadap
program, sehingga berdampak pada belum optimalnya partisipasi dan penerimaan

kebijakan secara menyeluruh.

4.2.4 Adanya Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi
keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edward Ill, struktur birokrasi
berkaitan dengan adanya prosedur, pembagian tugas, serta mekanisme kerja yang

jelas dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang baik akan
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memudahkan pelaksanaan kebijakan sehingga dapat berjalan secara efektif dan
efisien. Dalam konteks implementasi kebijakan perlindungan dan pengembangan
UMKM, struktur birokrasi berperan dalam mengatur alur pelaksanaan program
agar dapat diakses oleh seluruh pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian, struktur birokrasi dalam implementasi
kebijakan perlindungan dan pengembangan UMKM di Kota Medan pada dasarnya
telah memiliki alur, prosedur, dan pembagian tugas yang jelas di tingkat pelaksana.
Namun, dalam praktiknya, struktur tersebut belum berjalan secara optimal karena
belum sepenuhnya dapat diakses dan dipahami oleh seluruh pelaku UMKM.
Informasi mengenai mekanisme, persyaratan, dan tahapan program cenderung
hanya diketahui oleh pelaku usaha yang terlibat langsung dalam kegiatan
pembinaan, sementara pelaku UMKM lainnya masih mengalami kesulitan dalam
memahami dan mengakses prosedur yang ada.

Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang ada masih bersifat
administratif dan belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan pelaku UMKM
di lapangan. Akibatnya, meskipun sistem dan prosedur telah disusun,
implementasinya belum mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran secara
merata. Selain itu, tahapan proses yang cukup panjang juga menjadi salah satu
faktor yang menghambat kemudahan akses pelaku UMKM terhadap program yang
disediakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor struktur birokrasi dalam
implementasi kebijakan telah memiliki alur dan prosedur yang jelas, khususnya

dalam pembagian tugas dan mekanisme pelaksanaan program. Namun, masih
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belum optimal karena belum sepenuhnya dapat diakses dan dipahami oleh seluruh
pelaku UMKM, sehingga akses terhadap program belum merata.

Secara keseluruhan implementasi kebijakan Peraturan Daerah tentang
Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota

Medan telah dilaksanakan, namun belum berjalan optimal.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan
perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di
Kota Medan yang dianalisis melalui aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan
struktur birokrasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pada dasarnya
telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal dan belum merata di kalangan
pelaku UMKM. Dari aspek komunikasi, implementasi kebijakan telah
dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi program
kepada pelaku UMKM. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal
karena penyampaian informasi belum merata, sehingga masih terdapat pelaku
UMKM yang belum memperoleh informasi secara memadai dan berdampak pada
rendahnya pemanfaatan program yang telah disediakan. Dari aspek sumber daya,
implementasi kebijakan telah didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia,
anggaran, serta sarana dan prasarana. Namun, keterbatasan pada sumber daya
tersebut menyebabkan pelaksanaan program belum berjalan secara optimal dan
merata, sehingga belum seluruh pelaku UMKM dapat memperoleh manfaat dari
program yang dilaksanakan. Dari aspek sumber daya, implementasi kebijakan
telah didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan
prasarana. Namun, keterbatasan pada sumber daya tersebut menyebabkan
pelaksanaan program belum berjalan secara optimal dan merata, sehingga belum

seluruh pelaku UMKM dapat memperoleh manfaat dari program yang
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dilaksanakan. ari aspek struktur birokrasi, implementasi kebijakan telah memiliki
alur, prosedur, dan pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaannya. Namun
demikian, dalam struktur tersebut belum berjalan secara optimal karena belum
sepenuhnya dapat dipahami dan diakses oleh seluruh pelaku UMKM. Kondisi ini
menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum mampu menjangkau seluruh

kelompok sasaran secara merata.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan Peraturan
Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan
Pengembangan UMKM di Kecamatan Medan Denai, maka peneliti memberikan
beberapa saran sebagai berikut:

1. Dari aspek komunikasi, disarankan agar Dinas Koperasi dan UMKM Kota
Medan meningkatkan penyampaian informasi kebijakan secara lebih
merata dan terstruktur. Hal ini perlu dilakukan karena masih terdapat
kesenjangan informasi di kalangan pelaku UMKM, sehingga diperlukan
perluasan jangkauan sosialisasi serta pemanfaatan media informasi yang
lebih optimal.

2. Dari aspek sumber daya, disarankan agar Dinas Koperasi dan UMKM
Kota Medan meningkatkan kapasitas serta pemerataan pemanfaatan
sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini diperlukan karena
keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana
yang menyebabkan pelaksanaan program belum menjangkau seluruh

pelaku UMKM secara optimal.
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3. Dari aspek disposisi, disarankan agar Dinas Koperasi dan UMKM Kota
Medan meningkatkan upaya dalam mendorong partisipasi aktif pelaku
UMKM. Hal ini disebabkan masih adanya perbedaan respon, dimana
tidak semua pelaku UMKM terlibat secara aktif, sehingga diperlukan
pendekatan yang lebih proaktif dan peningkatan pendampingan agar
partisipasi pelaku UMKM dapat lebih merata.

4. Dari aspek struktur birokrasi, disarankan agar Dinas Koperasi dan UMKM
Kota Medan melakukan penyederhanaan dan peningkatan kejelasan
prosedur pelaksanaan program. Hal ini disebabkan masih adanya pelaku
UMKM yang mengalami kesulitan dalam memahami dan mengakses alur
program, sehingga diperlukan perbaikan dalam penyampaian informasi
dan kemudahan prosedur agar program dapat diakses secara lebih merata.

Dengan adanya penguatan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi,

dan struktur birokrasi secara terpadu, diharapkan implementasi kebijakan
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan
Pengembangan UMKM di Kota Medan dapat berjalan lebih efektif, merata, dan

mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM secara berkelanjutan.
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I. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal fimiah) harus memenuhi prosedur dan
whapan scsuai dengan buku pedoman penulisun Tugas Akhir Mahusiswa (Skripsi dan Jumnul
lImiah) FISIP UMSU Tahun 2024.

2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Juma! [lmiah) sesuai
dengan nomor yang terdaflar di Program Studi limu Administrusi Publik: 033.22.310 tohun
2025.

3. Penetapan judul, pembimbing dan naskuh Tugus Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal limiih})
dinyatakan batal apabila tidsk sclusai scbelum masa kadaluarsa alau bertentangan dengan
peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 08 Mei 2026.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tangal, 21 Djumadil Awal 1447 H

1. Ketua Program Siudi Umu Administrasi Publik
FISIP UUMSU di Medan,

2. Pembimbing ybs di Medan,
3. Peninggal.




MAJELIS PENDADIKAN TINGGE PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNSU Terakredita: | Unggul 8 (o gusan Tinggl Na. 191XSK/BAN PTIAR KPP T/NV202
Pusat Adminlstrast: Jalan Mokhiar Rasr Ho. 3 Madan 20208 Telp: {061) 6622400 - 66724567 Fax, (061) 6675474 - 8631001
htpaslpumsnactd ™ falpguanvseld 0 den @ un B 4 o 4
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PERMOI{ONAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIVSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth. Medun, .O%. donvad 2024
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.
Assalamu'alaikian wr. wh.

Deogan hormat, saya yung bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Mlmu Sosial dap
Tlenu Politik UMSU : . ’

Namalengkap  © .SUTRL  MUHANDAYAML....ooonresmcssmsssionssnss

Program Studi  : ..Jbmy _ Admingamn QAMNE
mengajukan permohonan mengiluti Seminar Proposal Tugas Akbir Mahusiswa (Skripsi Dan
Jumal limiah) yang ditetapkan dengan Swat Penclapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir

Mahasiswa _(Skripsi Dan_ Jumal liish) Nomor 2292, /SK/L3-AUMUMSU-03/FR2025..
tanggal ...08... Noveadar 2025 ............deagan judul sebagni berlut :

_IMREMENTASL  PeeATeAN OAtRAN  Nomoe 3 TAwun 202y TENTANG .
_PeRLNDINGAN DAY PENGEMBANEAN  VSAWA MiERo, kEch OAN MeRfngay
CRREOTR MBI i et s e e

P TR LT T LT L T L AL LR

Bersama permohonan ini saya lampirkan :
1. Sumi Permohonan Pessztujuan Judul Tugas Akhic Mabasiswa (Skripsi Dan Jumal llriah)

(SK-1),
. Surat Penctapan Judut dan Pembimhing Tugas Akhit Mahasiswa (Skripsi Dan Jumal 1lmiah)
(SK-2);
DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan
Kartu Hasil Studi Semester 1 8/d terukhir;
Tandz Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan; )
Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
Kurtu Kuning Peninjau Seminar Proposal,
Semua berkas difotocopy rangkap 1 das dimasn'an ke dalum MAP berwarnu BIRU,
. Propsosal Tugas Akhir Mahasiswa yang telih disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).
Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatinn Bapck saya
ucspkan terima kasih. Wassalom.

eENgUAL N

Pemohon,
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Judul : Implementast Peraturan Dacrah Nomor.3 Tehun 2024 Tentang Perlindungan

Dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kota Medan

LAMPIRAN
DRAF WAWANCARA

L ldentitas informan

¢ Kode Informan :

« Nama/lnisial: Um CAY Tadumd , 5B

s Umur; 4 thn

e Jenis Kelamin :  Pereapuean

s Peran/iabatan (Aparat Pemerintah / Pelaku UMKM) : JF . kefala ¥ legalkpart Iperttinan
o Instansi/ Jenis Useha : inas Yoperaw Vican, Revndvstian B Perdageingeins

e LamaMenjabat/Lama Usaha: A 4ahon

o Lokasi Wawancara: Dines kepemdog -

o Tanggal Wawancara © %) Wavel 2020

NA Ry mwﬁg}
fi. Pertanyaan Wawancara
A. Adanya Faktor Komunikas!

1. Menurut Bapak/ibu, apaksh pemah dilakukan sosialisasi terkait perlindungan dan
pengembangan UMKM kepada pelaku UMKM? 1.
2. Menurut Bapak/Tbu, melalui media atay cara apa informasi tentang UMKM biasanya

disampaikan kepads pelaku UMKM?  langiurg Ao el @l



3. Menurut Bapak/Ibu, apakah semua informasi yang dissmpaikan dalam sosialisasi

tersebut sudah menjangkau semua UMKM yang ada di Kota Medan?
B. Adanya Faktor Sumber Duys

|. Menurwt Bapak/lbu, apakah ada bantuan atsu dukungan untek melindungi dan
mengembangkan usaha UMKM sesuai dengan Perds Nomor 3 Tahun 20247

2. lika ada, bantuan aiau dukungan aps saja yang pernah Bapak/lbu terima dari
pemerintah?

3. Menurut Bapak/lhu, apaksh bantuan atau dukungan tersebut dapat diberikan secara

berkelanjutan?
C. Adanya Faktor Disposisi

1. Menurut Bapak/lbu, siapa pihak ynr;g ditugaskan untuk menjslankan kebijakan
perlindungan dan pengembangan UMKM di Kota Medan?

2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran pewges yang menjalankan kebijekan UMKM
dalam kegiatan perlindungan dan pengembangan UMKM?

3. Menurut Bapak/bu, apa saja bentuk pelaksanaan kebijakan perlindungan dan

pengembangan UMKM di Kota Medun?
D. Adanya faktor Strulctur Birokrasi

|, Menurut Bapak/ibu, apa saja tahapsn yang harus dilelui pelaku UMKM untuk
mengikuti program perlindungan dan pengembangan UMKM?

2. Menurut Bapak/Ibu, apa saja persyarstan yang harus dipenuhi oleh pelakn UMKM
apar dapat memperoleh bantuan dalam mengikuti program tersebut?

3. Menurut Bapak/ibu, apakah persyaratan tersebut mudah dipenuhi oleh pelaku

UMKM untuk memperolch bantuan dalam program tersebut?
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Totpstcny
Ungga) oot " (- htipa #fiip.umou.aeld ' fisip@umeu.oc.id Hbumsumedan ¥4 umsumedan

Nomor  : 316/KET/11.3. AUAUMSU-03/1/2026 Medan, 23 Sya'ban 1447 H
Lampiran : -- 11 Februari 2026 M
Hal . Mohon Dibertkan izin

Penelitan Mohasiswa

Kepada Yih : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerab Kota Medan
di-
Tempat,

Bissmillahirahmanirtahim
Assalamu 'alaikum Wr, Wb

Teriring solam scmoga Bapak/lbu dalam keadaan schat wal'afiat scrta sukses dalam
menjalankan segala aklivitos yany telah direncanakan.

Untuk memperolch data dalam penulisan I'ugns Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon
kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penclitian kepada mahasiswa kami di Dinas
Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menenpah Kota Medan, atas nama

Nama mahasiswa - PUTRI MUHANDAYANI

NPM : 2203100074

Program Studi - limu Administrasi Publik

Scmester : VI (Delapan) Tahun Akademik 2025/2026

Judul Tugas Akhir Mahasiswa . IMPLEMENTAS! PERATURAN DAERAH NO.

3 TAHUN 2024 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH D1 KOTA MEDAN

Demikion kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penclitian
diucapkan terima kasih, Nashrun minallah, wassalamu ‘alaikum wr. wb.

Ce: File.

(@'} ﬁ M% "~ STARS




PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Janderal Galot Subroto Km.7,7, Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara 20126
Telepon (061) BA46005, Faksimile (061) 8446005
Laman: yvew diskoparindan medan.qe Id, Pas-el: diskopukmperindag@modan.qo id

SURAT KETERANGAN
NOMOR : ppo 9 2) 0610

Yang bsrtanda tangan di bawah ini :

Nama . Rudi Faizal Lubis, AP, M.Si

NIP . 187610201895111001

Pangkat/Golongan : Pembina Tk.! (IV/b)

Jabatan . Plt. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecll Menengah

Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan
Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama + Putd Muhandayani

NIM 1 2203100074

Jurusan : limu Administrasi Publik

Judul . Implementasi Peraturan Daereh Nomor 3 Tahun 2024

Tentang Perindungan dan Pengembangen Usaha
Mikro, Kecll dan Menengah di Kota Medan
Institusi . Universitas Muhsmmadiyah Sumatera Utara
Benar telah melaksanakan Riset di Dinas Koperasi Usaha Kecll Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.

Demiklan Surst Keterangan Inl diperbuat dengan sesungguhnya agar dapat
dipergunakan sebagaimane mestinya.

ulb
Medan. 20 FEB ¢

aDinas Koperasi Usaha Kecil Menengah,
; g.dan Perdagangan,

..\




PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jatan Jenderal Besar A. H, Nasution Nomor 32 Medan Kode Pos 20143
Telepon (061) 7873439 Faksimils (061) 7872314

Laman hitps:/brida.medan.go.Id, Pos-el brida@medan.go.ld

SURAT KETERANGAN RISET
Nomor : 000.9.2/0818
DASAR 1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomaor a'raammn.mﬁauoommm
tentang Perubahan Alas Peraturan Daerah Kola Medan Nomor 15 Tahun 2016

Tentang Pombontukan Perangkal Daerah Kcta Medan

2. Peraturan Waliota Medan Nomor © 97 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022
tontang Kedudukan, Sugunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tala Kena
Parangkat Dasrah Kola Madan,

MENIMBANG - Surat dari Dekan Fakultes lmu Sosial don limu Politk Universitas Muhammadiyah
Sumnlera Utara Nomor 316KETAL3 AU/UMSU_03F/2026 Tonggal 11 Februan
2026 Perihal lzin Penefitian,

NAMA Putrl Muhandayani

NIM 2203100074

PROGRAM STUD! tmw Admmistrasi Public

JUDUL "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perlindungan
dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecll dan Menengsh dl Kolanll

LOKAS! Dinas Koperasi, Usaha Kecll, Menengah, Porindustrian den Pudmm Kota

LAMANYA 3 (tiga) Bulan
PENANGGUNG JAWAB WFﬁMMWMMPMWMMWMW
a

Melakukan Risel, dengan keteniuan sebagel benkul :
1.wmm.mmmw|musmdmnm.mwmqu
2. Mematuhi peraturan dan ketenuan yang berlahu di kukasi Riset .

3. Tudshk dibanarkan melahukan Risel alau akivilas isin di luar lokaai yang telsh dietapkan.
4 Hasll Riset diserahkan kepada K Badan Riset dan inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnys
2 (dus) bulen setelah Riset dalam k softcopy atau malalul Emall (brida@medan.go.ld).

5. Sural Keterangan Risel dinyatakan batal apabia pemegang sural kelerangan tidak mengindahian ketentuan
alau peraturan yang berlaku pada Permeriniah Kota Medan. o

5. Sural Kelerangan Riset ini berlaky sejak tanggsl dikeluarkan,
Damvkian Surst s diperbuat untuk dapat dipargunakan sebagaimana mestnya.

Dikeluarkan di : Medan
Pads Tanggal : 48 Febnuar 2026

Pentuna Uams hh (Vo)

Tembusan : ;
7. Wah Kota Medan NP 19740292000001008

2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecid, Menengah, Porindusirian dan Perdagangan Kola Medan.
3 Dekan Fahultas kmu Soual dan limu Politk Univernites Muhammadiyah Sumatera Utars.

v Dalw Bevar (hdwem ou Kid Jiamda 7 am o 26 rirb 'y sdae wrrilihn Jang vl B3 d.

"'—'-t. f yertifil 18 170 Mo 11 Voot 992 Pacid ¢ Abw | "hrpwones 4 Uned dantutg fhedmtry Hrbsnmd dontonve hatsd 1o todomsrs sy regadm sdnt fad 5 bl w vmry



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Jondera) Gatol Subroto Km 7,7, Medan Hetveus, Modan, Sumaters Utara 20126
Telepon (061) 0448005, Foksimde (061) B446005
Laman www tekoponindag medan qo i, Pos-al diskapukmpenndag@medan 9014

A
NOMOR : 0009.2 ) 0670

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . Rudi Faizal Lubis, AP, M.Si !

NiP © 197810201995111001

Pangkat/Golongan : Pembina Tk.) (IV/b)

Jabatan . Pit. Sekretarls Dinas Koperasi, Usaha Kecll Menengah

Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan
Dengen inl menerangkan dengan sesungguhnya bahwa

Nema . Putri Muhandayani

NIM : 2203100074

Jurusan . limu Administrasi Publik

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024

Tentang Perindungan dan Pengembangan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Medan
Institusi . Unlversitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Benar telah melaksanakan Riset di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.

Demikian Sural Keterangan Ini diperbual dengan sesungguhnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

_al FEB 0

arDinas Koperasi Usaha Kecil Menengah,
Faiag dan Perdagangan,

\\
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LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Ms. Putri Muhandayani

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN
(JAPK), accredited Google Scholar, e- 2807-6729. This journal is published by the public
administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper “Implementasi Peraturan Daerah
Nomor.3 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah di Kota Medan” has been accepted post-review process and will be published at
JAPK Vol 5 No 2 December (2026). We hope that publication will benefit us all. Thank you for

your attention.

Medan, April 14,2026

Editor In Chief

aidir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401

Homepage : hitp://jurnal. umsw.ac.id/index.php/JAPK/index
Contact: 082160559891
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Data Pribadi
Nama

NPM

Tempat/ Tgl Lahir
Jenis Kelamin
Agama
Warga Negara
Alamat

Anak ke
Email

No Hp/WA

Nama Orang Tua

Ayah
Pekerjaan
Ibu
Pekerjaan
Alamat

No. Telepon

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

: PUTRI MUHANDAYANI
: 2203100074
: Medan, 18 Maret 2004

: Perempuan

: Islam

: Indonesia
. J1. Pancasila No.33

: 3 dari 4 bersaudara

- putrimuhandayaniS@gmailcom
: 083124647740

: ALT MURNI

: Konveksi

: ROSNANI

: Ibu Rumah Tangga
. J1. Pancasila No.33
. 082277755515

Pendidikan Formal

s= § D =

SD Negri 060912

SMP Negri 3 Medan

SMK Budisatrya

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
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